ETNISITAS DALAM  MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAERAH    (STUDI KASUS DI KABUPATEN NUNUKAN PROVINSI  KALIMANTAN UTARA) by NOVIANTI
 
 
1 
 
ETNISITAS DALAM  MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAERAH  
 (STUDI KASUS DI KABUPATEN NUNUKAN PROVINSI 
KALIMANTAN UTARA) 
 
 
SKRIPSI 
Diajukan sebagai salah satu persyaratan 
untuk mencapai derajat Sarjana S-1 
 
Program Studi Ilmu Pemerintahan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oleh : 
NOVIANTI 
E 121 10 106 
 
 
JURUSAN ILMU POLITIK PEMERINTAHAN 
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 
UNIVERSITAS HASANUDDIN 
MAKASSAR 
2014 
 
 
 
2 
 
HALAMAN JUDUL 
ETNISITAS DALAM MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAERAH  
 (STUDI KASUS DI KABUPATEN NUNUKAN PROVINSI 
KALIMANTAN UTARA) 
 
Oleh 
NOVIANTI 
E 121 10 106 
 
SKRIPSI 
 
Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi Sarjana 
dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan 
 
Pada 
 
FAKULTAS ILMUSOSIAL DAN ILMU POLITIK 
UNIVERSITAS HASANUDDIN 
 
MAKASSAR 
JANUARI 2014 
 
 
 
3 
 
HALAMAN PENGESAHAN 
ETNISITAS DALAM MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAERAH  
 (STUDI KASUS DI KABUPATEN NUNUKAN PROVINSI 
KALIMANTAN UTARA) 
 
Nama   : Novianti 
Nomor Pokok : E 121 10 106 
Jurusan  : Politik Pemerintahan 
Program Studi : Ilmu Pemerintahan 
Skripsi ini dibuat Sebagai Salah Satu Syarat untuk memperoleh Gelar 
Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Jurusan 
Politik Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Hasanuddin 
Makassar, 7 April 2014 
Menyetujui  
      Pembimbing I     Pembimbing II 
  
Dr. Muh. Tamar, M.Psi                                  A. Murfi, S.Sos, M.Si 
NIP. 19710917 199703 1 001         NIP.19720328 200012 1 001  
                       
Mengetahui : 
Ketua Jurusan Ilmu Politik – Pemerintahan 
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 
Universitas Hasanuddin 
 
 
Dr. H. A. Gau Kadir, MA 
NIP. 19710917 199703 1 001 
 
 
4 
 
HALAMAN PENERIMAAN 
ETNISITAS DALAM MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAERAH  
 (STUDI KASUS DI KABUPATEN NUNUKAN PROVINSI 
KALIMANTAN UTARA) 
 
Nama   : Novianti 
Nomor Pokok : E 121 10 106 
Jurusan  : Politik Pemerintahan 
Program Studi : Ilmu Pemerintahan 
Telah diterima dan disetujui oleh Panitia Ujian Sarjana 
Ilmu Politik pada Program Studi Ilmu Politik Jurusan Politik Pemerintahan 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Hasanuddin 
Makassar, 7 April  2014 
Panitia Ujian Sarjana 
 
Ketua      :Dr. H. A. Gau Kadir, MA  (………………………...) 
 
Sekretaris: Rahmatullah, S.IP, M.Si  (………………………...) 
 
Anggota  :Dra. Hj. Nurlinah, M.Si    (………………………...) 
 
                 Dr. Muh Tamar, M. Psi   (………………………...) 
  
                 A. Murfi ,S.Sos, M.Si   (………………………...)
 
 
i 
 
 
KATA PENGANTAR 
 
 
Assalamu Alaikum warhamatullahi Wabarakatu 
Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala berkat 
dan rahmatNya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis sehingga 
segala kesulitan dan hambatan dapat teratasi, dan juga shalawat kepada 
Baginda Rasulullah sebagai teladan yang telah membawa kaumnya menjadi 
kaum yang berilmu pengetahuan yang pada akhirnya skripsi ini dapat 
terselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana 
hukum pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. 
Indonesia sebagai bangsa majemuk memiliki beragam suku bangsa, 
adat-istiadat, agama dan lain-lain. Di daerah yang multi etnik cenderung akan 
melahirkan berbagai macam persepsi dari berbagai kelompok etnis sesuai 
dengan kebudayaan masing-masing etnis yang cenderung melahirkan konflik 
antar etnis. pengelolaan etnisitas yang baik wajib dilaksanakan oleh 
pemerintah dalam manajemen pemerintahan daerah. Melihat fenomena ini, 
maka penulis tertarik mengambil judul “ ETNISITAS DALAM MANAJEMEN 
PEMERINTAHAN DAERAH ( STUDI KASUS DI KABUPATEN NUNUKAN 
PROVINSI KALIMANTAN UTARA ”. 
 
 
ii 
 
Skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud baktiku kepada Almh. 
Nenekku Hj. Minnong yang tidak sempat melihatku sarjana, terima kasih 
untuk limpahan kasih sayang yang telah dicurahkan untuk penulis. Terima 
kasih sedalam-dalamnya penulis haturkan kepada kedua orang tua penulis 
Ibunda Hamsatung dan Ayahanda Syamsuddin yang senatiasa 
memberikan dukungan dan do‟a kepada penulis, serta saudara-saudaraku 
tercinta Juniastuti dan Nurul Akifa. Terima kasih juga kepada kakekku tercinta 
H.Beddu Rahim, serta Nenek Cebba dan Alm. Lato Bambang. Untuk Puang 
Nurmi yang sudah banyak membantu penulis dalam proses pengumpulan 
data skripsi, Puang Sitti, Puang Ida, Puang Nusu, dan Alm. Puang Firman 
terima kasih untuk dukungan dan do‟anya untuk penulis. Kalian adalah 
keluarga yang sangat menginspirasi, semoga selalu diberikan limpahan 
kebahagiaan dan keberkahan hidup “ I love Us “ 
Ucapan terima kasih sedalam-dalamnya juga penulis sampaikan 
kepada semua pihak yang telah membantu selama proses penulisan skripsi 
hingga tahap penyempurnaan skripsi penulis. Untuk itu penghargaan dan 
ucapan terima kasih penulis haturkan kepada : 
1. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus Paturusi, Sp.B.,Sp. BO., selaku Rektor 
Universitas Hasanuddin, beserta staf dan jajarannya. 
 
 
iii 
 
2. Bapak Dr. Muh. Tamar, M.Psi selaku pembimbing I dan penasehat 
akademik,  terima kasih untuk semua saran, petunjuk dan 
bimbingannya kepada penulis selama ini. 
3. Bapak A. Murfi, S.Sos, M.Si selaku pembimbing II, terima kasih untuk 
saran dan masukannya kepada penulis selama penulisan skripsi ini. 
4. Bapak Dr. H. A. Gau Kadir, MA, Ibu Dr. Hj. Nurlinah.M.si, Serta Bapak 
Rahmatullah, S.IP selaku penguji penulis, terima kasih untuk segala 
masukannya. 
5. Seluruh dosen  Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah banyak 
membagi ilmu dan pengalaman-pengalaman kepada penulis  
6. Seluruh responden yang telah menyempatkan waktunya utuk 
memberikan informasi kepada penulis 
7. Staf pegawai di Jurusan Politik pemerintahan (Bu hasna, Kak Irma, Bu 
Nanna, Kak Ija)  
8. Adek Imran yang sudah membantu penulis selama proses 
penyelesaian skripsi. 
9. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Fisip Unhas 
(HIMAPEM FISIP UNHAS) yang sudah berbagi ilmu dan pengalaman, 
trimkasih atas kebersamaanya. 
10.  Teman-teman Sospol angkatan 2010, terutama saudara-saudariku 
“Volksgeist 2010” Terima kasih atas kebersamaan yang telah kita 
lalui bersama. 
 
 
iv 
 
11. Keluarga besar KKN Tematik Gelombang 85 Tahun 2013, special 
posko 7 & 8, Bunda Apri, Dian, kak Nisa, Kiky, Wahyu, Amir, Aziz, Akbar, 
Ryan terima kasih untuk kekompakan dan kebersamaannya “ we are 
family ” 
12. Teman-teman Penjernihan, terima kasih untuk kebersamaan, 
kerjasama dan semua dukungannya. 
Atas segala bantuan, kerjasama, doa, uluran tangan yang telah 
diberikan dengan ikhlas hati kepada penulis selama menyelesaikan studi 
hingga rampungnya skripsi ini, tiada kata yang dapat terucapakan selain 
terima kasih. Doa dan harapan penulis semoga segala kebaikan yang telah 
diberikan dapat diberkahi dan dikembalikan berlipat kali ganda dari Sang 
Maha Sempurna Pemilik Segalanya.  
Akhir kata, meskipun penulis telah bekerja semaksimal mungkin, skripsi 
ini tidak luput dari kekurangan. Oleh karena itu, segala kritikan, masukan dan 
saran positif penulis terima dengan senang hati guna kesempurnaan skripsi 
ini dan untuk membangun penulis agar lebih baik. Harapan penulis, kiranya 
skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada para pembacanya. 
Makassar, 6  Januari 2014 
 
Penulis 
 
 
v 
 
DAFTAR ISI 
HALAMAN JUDUL    
PENGESAHAN SKRIPSI   
PENERIMAAN SKRIPSI 
KATA PENGANTAR .......................................................................... i 
ABSTARK   ............................................................................v  
DAFTAR ISI  ............................................................................vii 
BAB I PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang Masalah...................................................  1 
1.2 Rumusan Masalah ........................................................... 8  
1.3 Tujuan Penelitian ............................................................. 8 
1.4 Manfaat Penulisan ........................................................... 9 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Konsep Etnik ................................................................... 10 
2.2  Teori Etnisitas ................................................................ 13 
2.3 Teori Persepsi ................................................................. 14 
2.4 Konsep Persepsi Sosial .................................................. 15 
2.5  Stereotipe Etnik .............................................................  18 
 
 
vi 
 
2.6  Konsep Manajemen .....................................................   20 
2.7  Pemerintahan Daerah .................................................    22 
2.8  Teori Konflik ................................................................    24 
2.9 Kerangka Pemikiran .....................................................    29 
2.10 Skema Pemikiran .......................................................    32   
BAB III METODE PENELITIAN 
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian .......................................... 33 
3.2  Tipe Penelitian............................................................... 33 
3.3  Jenis Data Penelitian .................................................... 34 
3.4  Teknik Pengumpulan Data ........................................... 35 
3.5  Subjek Penelitian .......................................................... 36 
3.6  Teknik Analisis Data ..................................................... 37 
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Nunukan 
4.1.1 Sejarah Terbentuknya Kabupaten Nunukan .............. 39 
4.1.2 Kondisi Fisik, Wilayah, Kependudukan dan Kondisi Sosial 
  ..................................................................................... 40 
4.1.3 Visi dan Misi Kabupaten Nunukan .............................. 42 
 
 
vii 
 
4.2 Proporsi Etnisitas Suku Bangsa dalam Manajemen Pemerintahan 
Daerah di Kabupaten Nunukan .......................................... 44 
4.3 Persepsi Sosial Tentang Etnistas dalam Lingkup Pemerintahan 
Daerah Kabupaten Nunukan .............................................. 54 
4.4 Gambaran Stereotipe Antar Etnis pada Masyarakat di Kabupaten 
Nunukan ............................................................................. 62 
4.5 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Persepsi Sosial dalam 
Manajemen Pemerintahan Daerah Kabupaten Nunukan ... 72 
BAB V PENUTUP 
5.1 Kesimpulan ....................................................................... 75  
5.2 Saran ............................................................................... 77  
LAMPIRAN ............................................................ 
DAFTAR PUSTAKA .............................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
viii 
 
DAFTAR TABEL 
Nomor    Judul     Halaman 
1. Stereotipe suku Bugis terhadap suku Bugis, Toraja, 
Mandar,Dayak, Tidung,Timor, Jawa, 
Banjar....................................................................................  62
  
2. Stereotipe suku Tidung terhadap suku Bugis, Toraja, 
Mandar,Dayak, Tidung,Timor, Jawa, Banjar.......................  63 
 
3. Stereotipe suku Dayak terhadap suku Bugis, Toraja, 
Mandar,Dayak, Tidung,Timor, Jawa, Banjar.......................  64 
 
4. Stereotipe suku Jawa terhadap suku Bugis, Toraja, 
Mandar,Dayak, Tidung,Timor, Jawa, Banjar.......................             65
   
5. Stereotipe suku Toraja terhadap suku Bugis, Toraja, 
Mandar,Dayak, Tidung,Timor, Jawa, Banjar.......................  66 
 
6. Stereotipe suku Timor terhadap suku Bugis, Toraja, 
Mandar,Dayak, Tidung,Timor, Jawa, Banjar.......................  67 
 
7. Stereotipe suku Banjar terhadap suku Bugis, Toraja, 
Mandar,Dayak, Tidung,Timor, Jawa, Banjar.......................  68 
 
8. Stereotipe suku Mandar terhadap suku Bugis, Toraja, 
Mandar,Dayak, Tidung,Timor, Jawa, Banjar.......................  69 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ix 
 
ABSTRAK 
 NOVIANTI, Nomor Pokok E121 10 106, Program Studi Ilmu 
Pemerintahan Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, menyusun skripsi dengan judul : 
ETNISITAS DI DALAM MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAERAH 
KABUPATEN NUNUKAN (STUDI KASUS DI KABUPATEN NUNUKAN 
PROVINSI KALIMANTAN UTARA) di bawah bimbingan Dr. Muh. Tamar, 
M.Psi dan A. Murfi, S.Sos, M.Si 
Indonesia sebagai bangsa majemuk memiliki beragam etnik, budaya, 
agama, bahasa dan sebagainya. Kabupaten Nunukan sebagai daerah 
perbatasan Indonesia-Malaysia yang tengah berkembang dihuni oleh 
berbagai masyarakat yang berasal dari berbagai etnik. Masyarakat kemudian 
membentuk komunitas-komunitas etnik yang disatukan oleh suku yang  
menunjukkan indentitas mereka sebagai kelompok etnik tertentu. Masyarakat 
sebagai suatu komunitas etnik tentunya akan mempengaruhi perilaku mereka 
dalam berinteraksi sehari-hari. Dalam konteks manajemen pemerintahan 
daerah, komunitas-komunitas etnik ini  mempunyai peran yang penting dalam 
proses penyelenggaraan pemerintahan baik secara personal maupun secara 
kelompok. Oleh karena itu penulis memfokuskan penelitian ini pada Etnisitas 
di dalam manajemen Pemerintahan Daerah Kabupaten Nunukan, Penelitian 
ini bertujuan untuk melihat proporsi etnisitas di Kabupaten Nunukan, persepsi 
sosial antar etnis,dan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi tersebut. 
Teori dan konsep yang digunakan adalah konsep etnik, teori etnisitas, teori 
persepsi, konsep presepsi sosial, konsep stereotipe etnik, konsep 
manajemen, undang-undang pemerintahan daerah dan teori konflik.  
Penelitian ini didasarkan pada penelitian kualitatif, dengan tipe 
penelitian deskriptif. Data primer dikumpulkan melalui wawancara yang 
dilakukan dengan informan. Data sekunder dikumpulkan melalui literatur-
literatur dan artikel yang relevan dengan penelitian ini. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi sosial yang beragam 
dari berbagai etnis di Kabupaten Nunukan telah melahirkan konflik, baik 
konflik fisik maupun non fisik. Pemerintah Daerah telah mengelola etnisitas ini 
dengan cukup baik dan tegas, sehingga melahirkan harmonisasi antar etnis 
di dalam manajemen pemerintahan daerah di Kabupaten Nunukan. 
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ABSTRAC 
Ethnicity of local goverment management in Nunukan regency (case 
study in Nunukan regency at North Borneo province) under guidance by 
Muh. Tamar, M.Psi and A. Murfi, S.Sos, M.Si. 
 
 Indonesian know as nation with multiple ethnics, culture, religion, 
language and more. Nunukan regency as border area between Indonesia-
Malaysia is a developed area that lived with various people that came from 
multiple ethnics. People making an ethnics community unificated by ethnic 
group that show them identity as a group of several ethnics. People in several 
ethnics community also influence they behavior to daily interacion. In 
management context of local goverments, the group of this community has an 
important function in a procces of implementation of good goverment as a 
personal or as a group. Writer focussed this research to Ethnicity in local 
goverment of Nunukan regency management. This research objective is to 
valuated the proportion of ethnicity in Nunukan regency, social perception 
between ethnics and elements that impact the perception. Concept and 
theory that used is ethnics concept, perception theory, ethnics stereotipe 
concept, management concept, goverment rule and conflict theory. 
 This research is based on Qualitative research, with descriptive type of 
research. Primer data collect by Interview by some source. Secunder data 
collect from  literature and article than relevant with this research. 
 The research result show that social perception is variety from each 
ethnics in Nunukan regency that causing conflict, although physical conflict or 
also non physical. The local goverments is carrying out ethnicity with carefully 
and clearly, until think out harmonization between ethnics in local goverment 
management  in Nunukan regency. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Indonesia dikenal luas sebagai bangsa yang terdiri dari sekitar 3.000 
suku bangsa, setiap suku bangsa mengaku dan diakui mempunyai daerah 
territorial sendiri. Pada umumnya, masing-masing suku bangsa mempunyai 
bahasa yang berlainan dan biasaanya tidak dipahami oleh suku bangsa lain. 
Dalam antropologi, suku bangsa dikenal dengan isitialh teknis golongan etnis, 
dan bangsa yang terdiri dari banyak suku bangsa disebut bangsa multietnis. 
Konsep yang tercakup dalam istilah golongan etnis atau suku bangsa berarti 
kesatuan-kesatuan manusia atau kolektiva-kolektiva yang terikat oleh 
kesadaran akan kesatuan kebudayaan, dan kesadaran-kesadaran itu sering 
dikuatkan (tetapi tidak selalu) oleh kesatuan bahasa juga.1  
Kemajemukan Indonesia tergambar dari penduduknya yang berjumlah 
+ 234.893.453 orang dan tersebar di 17.000 pulau, memiliki karakteristik 
sebagai negara multietnik yaitu diperkirakan terdapat 931 etnik dengan 731 
bahasa, ada etnis yang besar dan ada yang kecil.  
Berdasarkan ciri-ciri utama biologisnya, umat manusia dikelompokkan 
ke dalam berbagai ras. Bila ras tersebut dikaitkan dengan kebudayaan 
mereka, maka terbentuk kelompok etnik. Oleh karena itu, dari satu rasa yang 
                                                          
1
 (Bruner, 1972; Koentjaraningrat, 1975, dalam Warnaen, 2002) dikutip oleh Alo Liliweri. Makna 
Budaya dalam komunikasi antar budaya. LKiS 
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sama, bisa terbentuk berbagai etnik. Setiap manusia pasti menjadi warga 
negara dari salah satu ras dan etnik. Dari latar belakang ras dan etnik pula, 
suatu masyarakat membentuk tipe kepribadian dasar,  yang selanjutnya 
menjadi acuan bagi pembentukan kepribadian warganya (Linton, 1962:110-111). 
Menurut Schermerhorn suatu kelompok etnis adalah suatu masyarakat 
kolektif yang mempunyai atau digambarkan memiliki kesatuan nenek 
moyang, mempunyai pengalaman sejarah yang sama di masa lalu, serta 
mempunyai fokus budaya di dalam satu atau beberapa elemen-elemen 
simbolik yang menyatakan akan keanggotaannya, seperti pola-pola keluarga, 
ciri-ciri fisik, aliansi agama dan kepercayaan, bentuk-bentuk dialek atau 
bahasa, afiliasi kesukuan, nasionalitas, atau kombinasi dari sifat-sifat tersebut 
yang pada dasarnya terdapat ikatan antar anggotanya sebagai suatu 
kelompok.2  
Kajian tentang etnik sebagai sekelompok manusia yang mempunyai 
kebudayaan sama, berkembang dari ranah biologis menuju ranah 
kebudayaan dan akhirnya bermuara pada ranah politik. Di dalam bangsa 
atau wilayah yang multi-etnik  akan terjadi pola hubungan  etnik ketika 
mereka saling kontak atau berinteraksi. Etnisitas merupakan fenomena 
tersendiri yang muncul dalam interaksi sosial. Etnisitas juga beraneka ragam, 
                                                          
2
Sugiprawaty. Tesis Tentang Etnisitas, Primordialisme Dan Jejaring Politik Di Sulawesi Selatan 
Semarang: Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Diponogoro. Hal: 46 
 
 
 
xiii 
 
tergantung pada jenis hubungan yang saling mempengaruhi antara individu 
dan kelompok dengan lingkungan sosial maupun alam mereka.3  
Lingkungan-lingkungan ini mencakup kategori etnis dan sistem 
kekuatan kultur yang memberikan otoritas penting terhadap norma-norma 
politik, ekonomi, dan sosial. Hal ini semua berfungsi dalam hubungan-
hubungan etnis, yang pada gilirannya mengarahkan serta membangun 
norma-norma dan kedudukan, sebagaimana ditentukan atau dihargai oleh 
para anggota kelompok etnis yang peduli terhadap lingkungan tersebut. 
Lingkungan-lingkungan tersebut juga menawarkan kesempatan alternatif 
serta membatasi individu atau kelompok yang berkeinginan untuk mengelola 
sumberdaya yang tersedia, sekaligus untuk menciptakan lambang-lambang 
yang digunakan untuk meraih kedudukan tertentu dalam hubungan sosial 
dan anta retnis. 
Berbagai alasan teoritis maupun ilmiah, gambaran tentang perbedaan 
yang sedang kita alami dalam masyarakat mengungkapkan bahwa manusia 
“dari dasarnya” berasal dari kelompok-kelompok tertentu yang kita sebut 
kelompok etnik dan kelompok ras. Dari dua kelompok itulah, orang memiliki 
sebuah identitas untuk mengemukakan kepada orang lain tentang darimana 
dia berasal, dari kelompok manakah ras ayah dan ibunya, dari kelompok 
                                                          
3
 (Fredrik Barth , Ethnic Groups and Boundariesi), 203, konflik Komunal Indonesia Saat Ini , Jakarta: 
INIS dan PBB 
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mana kebudayaan dan peradaban yang telah membesarkan kehidupan dia 
sebagai manusia sosial. 
Indentitas etnik ini yang menggambarkan dan membedakan antara 
individu atau kelompok dengan individu dan kelompok yang lain, baik secara 
fisik, karakter, bahasa serta pemikiran. Indentitas ini juga yang menyatukan 
individu dalam sebuah komunitas etnik. sehingga  etnisitas dalam kaitannya 
dengan pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah di suatu tempat akan 
melahirkan berbagai pola hubungan diantaranya adalah konflik.  Konflik 
adalah gejala sosial yang selalu terdapat di dalam setiap masyarakat dalam 
kurun waktu. Konflik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
kehidupan bermasyarakat karena konflik merupakan salah satu produk dari 
hubungan sosial (sosial relations). Dalam hubungan etnik, konflik lebih 
ditekankan pada konflik yang berlansung ketika kelompok-kelompok etnik 
saling kontak.  
Konflik dapat diartikan sebagai setiap pertentangan atau perbedaan 
pendapat antara paling tidak dua orang atau kelompok. Konflik ini dikenal 
dengan konflik lisan atau konflik non-fisik. Bila konflik tersebut tidak dapat 
diselesaikan, maka akan meningkat menjadi konflik fisik, yakni dilibatkannya 
benda-benda fisik dalam perbedaan pendapat. 
Masalah konflik antar etnik di Indonesia adalah masalah yang lebih 
banyak berhubungan dengan kebijakan pemerintah, dan bukannya masalah 
sentimen etnik semata antar etnik. Sentimen etnik ini memang mudah ditiup-
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tiupkan oleh pihak yang hendak mengambil keuntungan, karena perbedaan 
etnik relatif menjadi kriteria perbedaan kekuatan ekonomi, dan sampai tingkat 
tertentu, juga kekuatan politik. Orang atau kelompok yang mempunyai 
kekuatan politik bisa mempertukarkan kekuatan politiknya dengan 
keuntungan ekonomi. Sebaliknya, pihak yang mempunyai kekuatan ekonomi 
dapat mempertukarkan kekuatan ekonominya untuk mendapatkan 
perlindungan dan kemudahan politik. Kerjasama di kalangan kelompok-
kelompok dominasi ini jelas menguntungkan mereka. Oleh karena itu etnik  
mempunyai peran yang sangat besar mempengaruhi perilaku individu.  
Dalam konteks saat ini, demokrasi membuka seluas-luasnya 
kebebasan untuk berekspresi, mengeluarkan pendapat, dan 
berserikat/berorganisasi dan beroposisi, karena kebebasan ini adalah 
merupakan syarat terselenggaranya pemerintah yang demokratis4. Oleh 
karena itu, banyak organisasi-organisasi, kelompok-kelompok yang 
bermunculan di Indonesia baik itu organisasi politik, ekonomi, social, profesi, 
etnis dan sebagainya. 
Sehubungan dengan penjelasan di atas penulis melihat Kabupaten 
Nunukan merupakan daerah multietnik,yang secara etnik kesukuan, ada 
beberapa etnik yang ada di kabupaten Nunukan yaitu etnik Tidung, Dayak, 
Banjar, Bugis, Toraja, Jawa dan Timor. Komunitas atau kelompok-kelompok 
etnik yang ada di Kabupaten Nunukan menunjukkan kemulti-etnikkan yang 
                                                          
4
 Miriam Budiardjo.  2008. Dasar-dasar Ilmu Politik Edisi Revisi. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama  
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ada di daerah ini. Setiap komunitas etnik masing-masing menunjukkan 
identitas sendiri yang membedakannya dengan komunitas yang lain. Identitas 
ini baik secara lansung maupun tidak lansung akan mempunyai pengaruh 
terhadap perilaku individu atau aktor  dalam lingkup manajemen 
pemerintahan dan hal ini tentu sangat berpengaruh dalam penyelenggaraan 
Pemrintahan Daerah. Salah satu contoh kasus dalam pemerintahan daerah 
Kabupaten Nunukan yang berhubungan dengan relasi etnik yang 
menimbulkan konflik adalah Konflik Dayak – Bugis pada tahun 2007 yang 
dipicu oleh masalah pelaksanaan tender proyek di lingkungan Dinas 
Pekerjaan Umum Nunukan.Konflik ini bermula pada saat pendaftaran calon 
peserta tender, ternyata ada kontraktor yang merasa ada permainan karena 
tidak menemukan kotak pendaftaran. 
Karena merasa ada yang menyembunyikan kotak pendaftaran 
membuat si kontraktor tadi melapor kepada Paridil Murad. Paridil adalah 
ketua Persekutuan Suku Asli Kalimantan (Pusaka) yang juga mantan Kepala 
Dinas PU Nunukan.  
Esok harinya, Paridil mendatangi Kantor Dinas PU dan menanyakan 
kenapa ada yang menyembunyikan kotak pendaftaran. Pada waktu itulah 
muncul Sulaiman, seorang kontraktor yang bersikeras dengan Paridil. 
Keduanya sempat cekcok hingga ada yang mendengar kalau dalam 
percekcokan itu muncul kata-kata yang menyinggung etnis. 
Isu pun langsung merebak. Intinya Bugis menghina Dayak. "Padahal tidak 
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benar isu itu. Hasil penyelidikan dan pemeriksaan kepolisian, tidak ada yang 
mendengar kata-kata penghinaan tersebut," kata Kapolda Kaltim Irjen Pol 
Indarto di Hotel Senyiur Samarinda. 
Tapi komunitas Dayak terlanjur marah dan menurut hukum adat, maka 
si penghina suku itu harus membayar denda adat sebanyak 100 ekor sapi. 
Dalam perundingan dengan Kapolda Kaltim, akhirnya tokoh-tokoh Dayak 
sepakat untuk mengurangi denda adat itu menjadi sebanyak 10 ekor sapi.  
Acara ritual penolak bala juga akan dilakukan di seluruh kecamatan 
yang disetujui akan disponsori Bupati Nunukan H. Hafid Achmad selaku 
Bupati Nunukan5 
 Berdasarkan fakta diatas  yang menunjukkan bahwa persepsi sosial 
antar etnis dapat memunculkan konflik dan jika tidak dikelola dengan baik 
dalam manajemen pemerintahan akan dapat mempengaruhi 
penyelenggaraan  manajemen pemerintahan daerah, oleh karena itu maka 
penulis tertarik melakukan penelitian mengenai “Etnisitas dalam 
Manajemen Pemerintahan Daerah di Kabupaten Nunukan’’ 
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1.2  Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah yang akan diteliti dalam Etnisitas dalam  
Manajemen Pemerintahan Daerah Kabupaten Nunukan adalah sebagai 
berikut : 
1. Bagaimanakah proporsi etnisitas suku bangsa dalam manajemen 
pemerintahan daerah di Kabupaten Nunukan ? 
2. Bagaimanakah persepsi sosial tentang etnisitas dalam lingkup 
pemerintahan daerah Kabupaten Nunukan ? 
3. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi persepsi sosial dalam manajemen 
pemerintahan  daerah Kabupaten Nunukan ? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan: 
1. Menggali dan mencari bagaimana proporsi etnisitas dalam manajemen 
pemerintahan daerah  di Kabupaten Nunukan ? 
2. Menggambarkan dan menganalisis persepsi soaial mengenai etnisitas 
dalam manajemen pemerintahan daerah kabupaten Nunukan. 
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi sosial dalam 
manajemen pemerintahan daerah Kabupaten Nunukan.  
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1.4 Manfaat Penulisan 
Penelitian ini memiliki dua manfaat yaitu manfaat akademis dan manfaat 
praktis: 
1. Manfaat akademis 
Untuk memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai etnisitas 
dalam manajemen pemerintahan daerah kabupaten Nunukan. 
2. Manfaat praktis 
a. Sebagai masukan bagi pemerintah Kabupaten Nunukan untuk 
mengantisipasi konflik etnis yang berdampak negatif bagi keamanan 
masyarakat. 
b. Sebagai tambahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan 
penelitian yang terkait dengan etnisitas dalam manajemen 
pemerintahan daerah. 
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BAB II 
  TINJAUAN PUSTAKA 
Di dalam bab tinjauan pustaka, penulis akan memaparkan konsep dan 
teori yang berhubungan dengan pembahasan. Tinjauan pustaka yang 
dimaksud adalah konsep etnik, teori etnisitas, teori persepsi, konsep persepsi 
sosial, stereotipe entik, konsep manajemen, UU pemerintahan daerah  dan 
teori konflik. 
 
2.1 Konsep Etnik 
 Pengertian etnisitas berasal  bahasa Yunani kuno ethnos, yang pada 
dasar pengertiannya adalah sekelompok manusia yang memiliki ciri-ciri yang 
sama dalam hal budaya dan biologis serta bertindak menurut pola-pola yang 
sama. Yang pada gilirannya mengindikasikan adanya kenyataan kelompok 
yang minoritas atau mayoritas dalam suatu masyarakat. 
Menurut Narrol kelompok etnik dikenal sebagai populasi yang secara 
biologis mampu berkembang biak dan bertahan, mempunyai nilai-nilai 
budaya yang sama dan sadar akan rasa kebersamaan dalam suatu bentuk 
budaya, membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri, dan 
menentukan cirri kelompoknya sendiri yang diterima oleh kelompok lain dan 
dapat dibedakan dari kelompok populasi lain6. 
 
                                                          
6
 Alo Liliweri. Makna Budaya dalam komunikasi antarbudaya. LKiS. Hal 9 
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Sedangkan Thomas Sowel, yang menulis tentang tentang Ethnic of 
America, mengemukakan bahwa kelompok etnik merupakan sekelompok 
orang mempunyai pandangan dan praktik hidup yang sama atas suatu nilai 
dan norma.7 
Koentjaraningrat sendiri memaksudkan etnik sebagai kelompok social 
atau kesatuan hidup manusia yang mempunyai system interaksi, sitem norma 
yang mengatur interaksi tersebut, adanya kontinuitas dan rasa identitas yang 
mempersatukan semua anggotanya serta memiliki sitem kepemimpinan 
sendiri. Kelompok etnik seringkali diartikan pula sebagai sekelompok orang, 
baik karena alas an rasial maupun sejarah atau hubungan antara keduanya, 
yang memiliki kebudayaan yang sama sehingga membedakannya dengan 
kelompok lain8 
Senada dengan pemikiran ahli yang lain, Schermerhorn 
mengemukakan bahwa kelompok etnis adalah suatu masyarakat kolektif 
yang mempunyai atau digambarkan memiliki kesatuan nenek moyang, 
mempunyai pengalaman sejarah yang sama di masa lalu, serta mempunyai 
fokus budaya di dalam satu atau beberapa elemen-elemen simbolik   yang   
menyatakan  akan   keanggotaannya,  seperti    pola-pola keluarga, ciri-ciri 
fisik, aliansi agama dan kepercayaan, bentuk-bentuk dialek atau bahasa, 
                                                          
7
 ibid 
8
 (Macquarie Dictionary 1991) dikutip oleh Alo Liliweri. Makna Budaya dalam komunikasi 
antarbudaya. LKiS. Hal 6 
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afiliasi kesukuan, nasionalitas, atau kombinasi dari sifat-sifat tersebut yang 
pada dasarnya terdapat ikatan antar anggotanya sebagai suatu kelompok.9 
Berdasarkan beberapa defenisi di atas, dapat dikatakan bahwa etnik 
atau kelompok etnik adalah : 
Pertama, suatu kelompok social yang mempunyai tradisi kebudayaan 
dan sejarah yang sama, dan karena kesamaan itulah mereka memiliki suatu 
identitas sebagai suatu subkelompok dalam suatu masyarakat yang luas. 
Kedua, suatu kelompok individu yang memiliki kebudayaan yang 
berbeda, namun diantara para anggotanya merasa memiliki semacam 
subkultur yang sama. 
Ketiga, etnik merupakan suatu kelompok yang memiliki domain 
tertentu, yang kita sebut dengan ethnic domain. Susanne Langer 
mengatakan bahwa kerap kali kelompok etnik itu mempunyai peranan dan 
bentuk simbol yang sama, memiliki bentuk kesenian atau art yang sama, 
yang diciptakan dalam ruang dan waktu mereka. 
Pada akhirnya, dapat disimpulkan bahwa makna kelompok etnik 
mengandung dua hal yakni pengertian luas maupun pengertian sempit. 
Pengertian luas berkaitan dengan kehadiran suatu kelompok tertentu yang 
terikat dengan karakteristik tertentu, dari fisik, social-budaya, sampai 
ideology. Dengan demikian, dalam artian luas, sekelompok orang beragama 
                                                          
9
Sugiprawaty. Tesis Tentang Etnisitas, Primordialisme Dan Jejaring Politik Di Sulawesi 
SelatanSemarang: Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Diponogoro. Hal: 46 
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tertentu dapat dikategorikan sebagai suatu kelompok etnik, komunitas tukang 
becak, komunitas alumni Unhas, Keluarga besar Himapem, AIPI adalah 
kelompok etnik. Sedangkan dalam arti sempit, istilah kelompok etnik 
merupakan konep untuk menerangkan suatu kelompok, baik kelompok ras 
maupun yang bukan kelompok ras, yang secara social dianggap berada dan 
telah mengembangkan subkultur sendiri. 
 
2.2 Teori Etnisitas      
Etnisitas adalah sebuah istilah yang  banyak digunakan sejak tahun 
1960-an untuk menyebut jenis-jenis manusia dipandang dari segi budaya, 
tradisi, bahasa, pola-pola sosial serta keturunan, dan bukan generalisasi ras 
yang didiskreditkan dengan pengandaiannya tentang umat manusia yang 
terbagi ke dalam jenis-jenis biologis yang ditentukan secara genetik.  
Etnisitas merujuk kepada penyatuan banyak ciri yang menjadi sifat-
dasar dari suatu kelompok etnis: gabungan dari loyalitas, memori, sejenis 
kesadaran, pengalaman, perilaku, selera, norma-norma, kepercayaan, dan 
nilai-nilai bersama (Schermerhorn 1974: 2) 
 Max Weber juga  menyediakan beberapa model yang terintegrasi dan 
koheren untuk penjelasan hubungan antar etnik. Satu diantaranya 
mengidentifikasi empat prinsip utama yakni, 
1. Etnisitas sebagai bentuk dari status kelompok. Weber mendefinisikan 
kelompok etnis sebagai kelompok yang menyuguhkan kepercayaan 
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subyektif di dalam keturunan mereka karena adanya tipe fisik yang 
mirip. Hal yang krusial dari prinsip ini adalah etnisitas ada hanya ada di 
dasar dari kepercayaan kelompok tertentu 
2. Etnisitas sebagai mekanisme dari terpaan monopolistik sosial. Status 
kelompok sering berjalan pada basis terpaan sosial dimana posisi 
monopolostik mereka secara teratur dipakai untuk mencegah orang-
orang yang bukan anggota kelompok dari memperoleh keuntungan 
simbolik atau material dari kelompok merekas. 
3. Keragaman bentuk etnik dari organisasi sosial. Meskipun sebagian 
besar mereka beroperasi sebagai status kelompok, kelompok etnis 
dapat menggunakan bentuk kelas, kasta dan tanah.  
4. Etnisitas dan mobilisasi politik. Weber mendefinisikan etnisitas dalam 
istilah dinamika aktivitas politik. Menurutnya, eksistensi dari komunitas 
politik merupakan prasyarat bagi perilaku kelompok etnis. Kesadaran 
kelompok terutama dibentuk oleh pengalaman politik secara umum, 
bukan dengan common descent. 
 
2.3 Teori Persepsi  
 Manusia pada dasarnya merupakan mahkluk individu. Dalam melihat 
suatu masalah setiap manusia memiliki pandangan yang berbeda sesuai 
dengan tingkat pengetahuan dan pemahamannya. Hal ini pula yang 
menyebabkan persepsi setiap individu memilki perbedaan.  
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Persepsi secara etimologi diartikan sebagai daya untuk mengamati, 
yang menghasilkan tanggapan, kesan atau penglihatan. (Soemanto :1990). 
Kemudian juga mengartikan persepsi sebagai bayangan yang menjadi kesan 
yang dihasilkan dari pengamatan.(Soemanto,1990 : 23).  
Defenisi ini menekankan bahwa persepsi merupakan hasil yang 
ditangkap dari mengamati suatu objek. Hal ini berarti dalam membentuk 
persepsi harus jelas objek yang dituju. Persepsi menurut manusia yang satu 
belum tentu sama dengan persepsi manusia yang lainnya. karena adanya 
perbedaan dari pengalaman serta lingkungan sekitar dari manusia tersebut 
tinggal.  
Sehubungan dengan etnisitas dalam manajemen pemerintahan 
daerah, Persepsi merupakan hal yang tidak terpisahkan dimana Persepsi 
merupakan proses intergrasi dalam diri individu terhadap stimulus yang 
diterimanya 10, tentu saja dalam organisasi yang memiliki kemulti etnikan 
akan memunculkan pula beragam Persepsi dari setiap individunya 
baerdasarkan kebudayaan dan suku bangsa tempat mereka berasal. 
 
2.4  Konsep Persepsi Sosial   
Objek persepsi dapat berada di luar individu yang mempersepsi, tetapi 
juga dapat berada dalam diri individu yang mempersepsi. Dalam 
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 Orgel 1969, dikuptip Bimo Walgito, psikologi kelompok hal 26 
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mempersepsi diri sendiri orang akan dapat melihat bagaimana keadaannya 
dirinya sendiri, orang akan dapat mengevaluasi tentang dirinya sendiri.  
Bila objek persepsi terletak di luar orang yang mempersepsi, maka 
objek persepsi dapat bermacam-macam, yaitu dapat berwujud benda-benda 
situasi dan juga berwujud manusia. Bila objek persepsi berwujud benda-
benda disebut persepsi benda (things perception) atau juga disebut non-
social perception,sedangkan objek persepsi berwujud manusia atau orang 
disebut persepsi sosial atau social. perception.Namun disamping istilah-istilah 
tersebut, khususnya mengenai social perception masih terdapat istilah-istilah 
lain yang digunakan, yaitu persepsi orang atau person perception.  
Dalam individu mempersepsi benda-benda mati bila dibandingkan 
dengan mempersepsi manusia, terdapat segi-segi persamaan di samping 
terdapat segi-segi perbedaan. Adanya persamaan bila dilihat bahwa manusia 
atau orang itu dipandang sebagai benda fisik seperti benda-benda fisik 
lainnya yang terikat pada waktu dan tempat, pada dasarnya tidak berbeda. 
Namun karena manusia itu semata-mata bukan hanya benda fisik saja, tetapi 
mempunyai kemampuan- kemampuan yang tidak dipunyai oleh benda fisik 
lainnya, maka hal ini akan membawa perbedaan antara mempersepsi benda-
benda dengan mempersepsi manusia.  
Mempersepsi seseorang, individu yang dipersepsi itu mempunyai 
kemampuan-kemampuan, perasaan, harapan, walaupun kadarnya berbeda 
seperti halnya individu yang mempersepsi. Orang yang dipersepsi dapat 
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berbuat sesuatu terhadap orang yang mempersepsi, sehingga kadang-
kadang atau justru sering hasil persepsi tidak sesuai dengan keadaan yang 
sebenarnya. Orang yang dipersepsi dapat menjadi teman, namun sebaliknya 
juga dapat menjadi lawan dari individu yang mempersepsi. Hal tersebut tidak 
akan dijumpai bila yang dipersepsi itu bukan manusia atau orang. Ini berarti 
orang yang dipersepsi dapat memberikan pengaruh kepada orang yang 
mempersepsi.  
Persepsi sosial merupakan suatu proses seseorang untuk 
mengetahui, menginterprestasikan dan mengevaluasi orang lain yang 
dipersepsi, tentang sifat-sifatnya, kualitasnya dan keadaan yang lain yang 
ada dalam diri orang yang dipersepsi, sehingga terbentuk gambaran 
mengenai orang yang dipersepsi. 
Namun demikian seperti telah dipaparkan diatas, karena yang 
dipersepsi itu manusia seperti halnya dengan yang mempersepsi, maka 
objek persepsi dapat memberikan pengaruh kepada yang mempersepsi.  
Dengan demikian dapat dikemukakan dalam mempersepsi manusia 
atau orang (person) adanya dua pihak yang masing-masing mempunyai 
kemampuan-kemampuan,perasaan-perasaan,harapan-harapan pengalaman-
pengalaman tertentu yang berbeda satu dengan yang lain, yang akan dapat 
berengaruh dalarn mempersepsi manusia atau orang tersebut. 
Adapun Persepsi sosial  yang dikemukakan oleh Lindzey dan 
Aronson, merupakan suatu proses yang terjadi dalam diri seseorang yang 
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bertujuan untuk mengetahui, menginterpretasi dan mengevaluasi objek yang 
dipersepsi, baik sifat, kualitas ataupun keadaan lain yang ada dalam objek 
tersebut sehingga terbentuk gambaran mengenai objek tersebut11. 
itu biasanya akan menetap. 
 
2.5 Stereotipe Etnik 
Stereotipe adalah pendapat atau prasangka mengenai orang-orang 
dari kelompok tertentu, dimana pendapat tersebut hanya didasarkan bahwa 
orang-orang tersebut termasuk dalam kelompok tertentu tersebut. 
Kelompok-kelompok ini dinamakan ingroup dan outgroup, dimana 
ingroup adalah beberapa orang yang berada di dalam sebuah kelompok, 
sedangkan outgroup adalah orang-orang yang berada di luar kelompok 
tersebut. 
Stereotif dapat berupa prasangka positif dan negatif, dan kadang-
kadang stereotipe dijadikan alasan untuk melakukan tindakan diskriminatif. 
Berbagai disiplin ilmu memiliki pendapat yang berbeda mengenai asal mula 
stereotipe: contohnya, psikolog menekankan pada pengalaman dengan suatu 
kelompok, pola komunikasi tentang kelompok tersebut, dan konflik 
antarkelompok. Sosiolog menekankan pada hubungan di antara kelompok 
dan posisi kelompok-kelompok dalam tatanan sosial. Para humanis 
berorientasi psikoanalisis (mis. Sander Gilman) menekankan bahwa 
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 (http://wap.lifeinhand.com. diakses pada tanggal 04 Oktober2013 ) 
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stereotipe secara definisi tidak pernah akurat, namun merupakan penonjolan 
ketakutan seseorang kepada orang lainnya, tanpa memperdulikan kenyataan 
yang sebenarnya. 
Dalam rangka upaya mewujudkan pemerintahan daerah yang kuat 
maka aneka warna suku-bangsa yang ada di dalamnya itu saling 
berinteraksi, dan sebagai konsekwensi dari suatu interaksi sosial yang timbul 
maka seringkali muncul gambaran subyektif mengenai suku-bangsa lain. 
Oleh karena itu, dalam kehidupan suatu suku-bangsa tertentu sehari-harinya 
dijumpai gambaran subyektif mengenai suku-bangsa lain atau yang lazim. 
Sementara ini stereotif etnik, tidak selalu berupa gambaran yang 
bersifat negatif (akan tetapi biasanya ini yang sering muncul) melainkan ada 
kalanya pula gambaran yang bersifat positif. Ada penilaian bahwa stereotipe 
etnik yang negatif akan menghambat interaksi sosial dalam kehidupan 
masyarakat yang multi etnik, yang pada gilirannya akan dapat pula 
menyebabkan terhambatnya proses menuju integrasi nasional. Untuk 
memahami bagaimanakah posisi dan hubungan seorang individu dalam 
konteks kelompoknya, Herbert M.Blalock (1976:2) pernah mengusulkan dua 
model pendekatan, ialah secara mikro dan makro. 
1) Secara mikro, individu dipakai sebagai pusat penelitian terutama yang 
berkaitan dengan berbagai hal latar belakang timbulnya bentuk-bentuk 
prejudice (prasangka) maupun stereotipe etnik.  
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2)    Secara makro, lebih dipusatkan terhadap studi mengenai masalah 
diskriminasi dan kepemimpinan. Berbagai hal yang erat kaitannya dengan itu 
antara lain mengenai bentuk-bentuk diskriminasi serta masalah status dan 
peranan ditempatkan sebagai unit analisis yang penting. 
 
2.6 Konsep Manajemen 
Dalam pengetian umun manjemen adalah suatu seni, keterampilan 
atau keahlian yakni “ seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain 
”12 atau  “ keahlian menggerakkan orang untuk melakukan suatu pekerjaan ” 
13Dan karenanya, sering juga dirumuskan sebagai “ Tekhnik dalam arti 
maksud dan tujuan dari sekelompok orang ditetapkan, dijabarkan dan 
dilaksanakan.14 
Dari beberapa pengertian tersebut maka manajemen berkaitan  erat 
dengan kemampuan (kapasitas) dan keterampilan seorang 
pemimpin/manajer di dalam menggerakkan dan mendayagunakan orang-
orang dan sumberdaya- sumberdaya yang dimiliki guna mencapai sumber 
yang telah di tetapkan.  
 
                                                          
12
 Marry Parker Follet, dikutip oleh Josef Riwu Kaho.Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik 
Indonesia, hal 256 
13
 L.A. Appley, Heijrachman, Teori dan Konsep Manajemen,  dikutip oleh Josef Riwu Kaho.Prospek 
Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, hal 256 
 
14
 James.A.F. Stoner, Manajemen, dikutip oleh Josef Riwu Kaho.Prospek Otonomi Daerah di Negara 
Republik Indonesia, hal 256 
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Manajemen juga dapat dilihat sebagai ilmu pengetahuan yakni. “ ilmu 
pengetahuan yang menjelaskan mengapa dan bahgaimana manusia bekerja 
sama untuk mencapai tujuan dan mengajarkan tentang sistem kerja sama 
yang lebih bermanfaat bagi kemanusiaan ”15 
Dari berbagai pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 
manajemen mencakup seni, keahlian, proses dan ilmu pengetahuan, dalam 
mendayagunakan orang-orang serta sumberdaya-sumberdaya yang dimiliki 
guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan fungsi-
fungsi: perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, 
penyusunan personalia dan kepemimpinan dalam suatu organisasi. 
Manajemen yang baik dengan sendirinya akan berpengaruh secara 
positif terhadap kegiatan-kegiatan organisasi guna mencapai tujuan yang 
telah ditetapkan, demikian pula halnya dengan Pemerintah Daerah sebagai 
suatu organisasi, tidak terlepas dari hal-hal di atas. 
Struktur pemerintahan daerah umumnya telah dinilai baik demikin pula 
dengan komunikasi dan pengambilan keputusan, motivasi aparatur terhadap 
pencapaian tujuan dan tingkat pemhaman terhadap tujuan Pemerintah 
daerah sudah cukup memadai akan tetapi masih cukup banyak prinsip-
prinsip dasar organisasi dan manajemen yang belum diterapkan dalam 
organisasi pemerintahan daerah termasuk masalah rekrutmen dan 
                                                          
15
 Luther Gullick, dikutip  Josef Riwu Kaho,Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, 
hal 257 
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pengambilan keputusan yang sering kali melibatkan faktor etnisitas. 
Bagaimanapun hal ini banyak memberikan pengaruh dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah. 
 
2.7  Pemerintahan Daerah 
Indonesia adalah sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas 
daerah-daerah Provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah 
Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan 
daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-
undang.  
Pemerintahan daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan  
daerah  yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah  yaitu 
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD)16. 
Kepala daerah adalah Kepala Pemerintah daerah yang dipilih secara 
demokratis, pemilihan secara demokratis terhadap Kepala Daerah tersebut , 
dengan mengingat bahwa tugas dan wewenang DPRD menurut Undang-
Undang Nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah, menyatakan antara lain 
bahwa DPRD tidak memiliki tugas dan wewenang untuk memilih Kepala 
daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka pemilihan secara demokratis dalam 
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 Undang-undang otonomi daerah, Permata press, 2009, hal 178 
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Undang-undang ini dilakukan oleh rakyat secara langsung. Kepala Daerah 
dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh wakil kepala daerah dan 
perangkat daerah17. 
Landasan Hukum Pemerintahan Daerah yaitu Undang-undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
Kepegawaian Daerah 
Pemerintah pusat melaksanakan pembinaan manajemen pegawai 
negeri sipil daerah dalam satu kesatuan penyelenggaraan manajemen 
pegawai negeri sipil secara nasional. Manajemen pegawai negeri sipil daerah 
meliputi penetapan formasi, pengadaan, pengangkatan, pemindahan, 
pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan 
kewajiban kedudukan hukum, pengembangan kompetensi, dan pengendalian 
jumlah.  
Pembinaan dan pengawasan manajemen pegawai negeri sipil daerah 
dikoordinasikan pada tingkat nasional oleh Menteri Dalam Negeri dan pada 
tingkat daerah oleh Gubernur18. 
 
Di dalam suatu daerah yang majemuk tentunya mempunyai aparat 
pemerintah dan pegawai yang berasal dari berbagai suku bangsa. Untuk 
menyikapi hal tersebut pemerintahan daerah harus mampu mengatur dengan 
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 Undang-undang otonomi daerah, Permata press, 2009, hal 178 
18
 ibid 
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baik hubungan-hubungan atau interaksi antar kelompok dan individu dari 
masing-masing suku bangsa agar tidak menimbulkan Persepsi yang negatif 
dari  etnis - etnis tersebut yang dapat bermuara pada konflik. Sehingga dapat 
menghambat penyelenggaraan pemerintahan daerah. 
 
2.8 Teori Konflik 
 Setiap individu dalam masyarakat memiliki perspektif yang berbeda 
tentang hidup dan masalah-masalahnya. Perbedaan perspektif tersebut 
disebabkan karena masing-masing kita memiliki sejarah dan karakter yang 
unik, dilahirkan dalam cara hidup tertentu serta masing-masing kita memiliki 
nilai-nilai yang memandu pikiran dan perilaku yang memotivasi kita untuk 
mengambil tindakan tertentu dan menolak tindakan lainnya.  
Orang sering beranggapan bahwa ketika memiliki fakta yang sama, 
semua orang akan sampai pada suatu analisis yang sama. Kenyataannya 
tidaklah demikian. Kebulatan suara bahkan lebih mustahil dicapai jika kita 
mempertimbangkan bahwa selain perbedaan-perbedaan alami tersebut 
terdapat perbedaan-perbedaan yang disebabkan oleh berbagai dimensi : 
status, kekuasaan, kekayaan, usia, peran menurut gender, keanggotaan 
dalam suatu kelompok sosial tertentu dan sebagainya.  
Perbedaan berbagai posisi berdasarkan indikator-indikator sosial 
tersebut mengakibatkan orang saling menginginkan hal-hal yang berbeda 
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dalam situasi yang sama. Dan ketika sasaran dan kepentingan mereka tidak 
sesuai, maka terjadilah konflik.  
Konflik dapat diartikan sebagai hubungan antar dua pihak atau lebih 
(individu maupun kelompok) yang memiliki atau merasa memiliki sasaran-
sasaran yang tidak sejalan.19 Konflik juga berarti sebagai setiap pertentangan 
atau perbedaan pendapat antara paling tidak dua orang atau kelompok.20 
Pengertian ini harus dibedakan dengan kekerasan, yaitu sesuatu yang 
meliputi tindakan, perkataan, sikap atau berbagai struktur dan sistem yang 
mengakibatkan kerusakan secara fisik, mental, sosial dan lingkungan dan 
atau menghalangi seseorang meraih potensinya secara penuh.  
Konflik adalah kenyataan hidup (reality), tidak terhindarkan 
(undeniable) dan bersifat kreatif. Berbagai perbedaan pendapat dan konflik 
bisaanya dapat diselesaikan tanpa kekerasan dan sering menghasilkan 
situasi yang lebih baik lagi bagi sebagian besar atau semua pihak yang 
terlibat. Karena itu konflik tetap berguna apalagi karena ia memang 
merupakan bagian dari keberadaan manusiawi kita. Dari tingkat mikro, antar 
pribadi hingga tingkat kelompok, organisasi, masyarakat dan Negara, semua 
bentuk hubungan manusia sosial, ekonomi dan kekuasaan, mengalami 
pertumbuhan, perubahan dan konflik. 
                                                          
19
  (Mitchell, 1981).dikutip dari konflik, etnisitas dan integrasi nasional.pdf karya BI oleh Suharno 
diakses 18 juni 2013 
20
 Maswadi rauf, konsensus dan konflik politik, sebuah penjajagan teoritis, Jakarta, Direktorat Jenderal 
Pendidikan Tinggi, Depdiknas, 2000, hal 2 
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Dalam aktivitas politik, konflik merupakan suatu jenis interaksi 
(interaction) yang ditandai dengan bentrokan atau tubrukan diantara 
kepentingan, gagasan, kebijaksanaan, program, dan pribadi atau persoalan 
dasar lainnya yang satu sama lain saling bertentangan.21  Dengan demikian, 
makna benturan diantara kepentingan tadi, dapat digambarkan seperti 
perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan antara individu dan 
individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan individu atau individu, 
kelompok dengan pemerintah.22 Konflik seperti ini dinamakan konflik lisan 
atau non-fisik. Meskipun sebagian ahli tidak memasukkakkannya kedalam 
kategori konflik namun menurut Maswadi Rauf, konflik lisan pun bisa 
dikategorikan sebagai konflik. Hal ini seperti yang diungkapkannya, bahwa : 
“konflik lisan dapat dikategorikan sebagai konflik karena sudah terlihat 
adanya pertentangan di dalamnya meskipun tindakan kekerasan yang 
melibatkan benda-benda fisik belum terjadi. Bila konflik hanya terbatas pada 
tindakan kekerasan secara fisik, maka seharusnya tidak ada isilah seperti 
conflict of interest, conflicting ideas, dan lain sebagainya yang lebih banyak 
mengacu pada konflik lisan”23. 
 
                                                          
21
 (Plano, dkk, 1994:40). Konflik tinjauan teoritik pdf  akses 18 juni 2013 
22
 (Surbakti, 1992:149). Konflik tinjauan teoritik pdf  akses 18 juni 2013 
23
 Maswadi Rauf, , konsensus dan konflik politik, sebuah penjajagan teoritis, Jakarta, Direktorat 
Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas, 2000, hal 2 
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Manajemen pemerintahan daerah merupakan kerangka 
penyelenggaraan pemerintahan lokal yang otonom dan demokratis, namun 
secara empiris tidak menutup kemungkinan potensi masalah atau konflik 
dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah akan bermunculan,  
Konflik dalam manajemen pemerintahan daerah secara langsung 
diprediksikan akan menjadi sebuah rentetan konflik, bahkan potensi konflik ini 
juga bisa mencuat di daerah-daerah yang selama ini dikenal sebagai daerah 
normal-normal saja, atau daerah yang tidak pernah terjadi konflik 
sebelumnya. Dilihat dari dimensi vertikal-horizontal hubungan elite dalam 
manajemen pemerintahan daerah sangat rentan dengan konflik. 
Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab konflik dalam kehidupan 
berkelompok, bermasyarakat,dan berbangsa : 
1. Perbedaan individu, yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan. 
Setiap manusia adalah individu yang unik. Artinya, setiap orang memiliki 
pendirian dan perasaan yang berbeda-beda satu dengan lainnya. 
Perbedaan pendirian dan perasaan akan sesuatu hal atau lingkungan 
yang nyata ini dapat menjadi faktor penyebab konflik sosial, sebab dalam 
menjalani hubungan sosial, seseorang tidak selalu sejalan dengan 
kelompoknya.  
Misalnya, ketika berlangsung pentas musik di lingkungan pemukiman, 
tentu perasaan setiap warganya akan berbeda-beda. Ada yang merasa 
terganggu karena berisik, tetapi ada pula yang merasa terhibur. 
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2. Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-
pribadi yang berbeda. Seseorang sedikit banyak akan terpengaruh 
dengan pola-pola pemikiran dan pendirian kelompoknya. Pemikiran dan 
pendirian yang berbeda itu pada akhirnya akan menghasilkan perbedaan 
individu yang dapat memicu konflik. 
3. Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok.  
Manusia memiliki perasaan, pendirian maupun latar belakang 
kebudayaan yang berbeda. Oleh sebab itu, dalam waktu yang 
bersamaan, masing-masing orang atau kelompok memiliki kepentingan 
yang berbeda-beda. Kadang-kadang orang dapat melakukan hal yang 
sama, tetapi untuk tujuan yang berbeda-beda. Perubahan-perubahan nilai 
yang cepat dan mendadak dalam masyarakat. Perubahan adalah sesuatu 
yang lazim dan wajar terjadi, tetapi jika perubahan itu berlangsung cepat 
atau bahkan mendadak, perubahan tersebut dapat memicu terjadinya 
konflik sosial. Misalnya, pada masyarakat pedesaan yang mengalami 
proses industrialisasi yang mendadak akan memunculkan konflik sosial 
sebab nilai-nilai lama pada masyarakat tradisional yang bisaanya 
bercorak pertanian secara cepat berubah menjadi nilai-nilai masyarakat 
industri. Nilai-nilai yang berubah itu seperti nilai kegotongroyongan 
berganti menjadi nilai kontrak kerja dengan upah yang disesuaikan 
menurut jenis pekerjaannya. Hubungan kekerabatan bergeser menjadi 
hubungan struktural yang disusun dalam organisasi formal perusahaan. 
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Nilai-nilai kebersamaan berubah menjadi individualis dan nilai-nilai 
tentang pemanfaatan waktu yang cenderung tidak ketat berubah menjadi 
pembagian waktu yang tegas seperti jadwal kerja dan istirahat dalam 
dunia industri. Perubahan-perubahan ini, jika terjadi seara cepat atau 
mendadak, akan membuat kegoncangan proses-proses sosial di 
masyarakat, bahkan akan terjadi upaya penolakan terhadap semua 
bentuk perubahan karena dianggap mengacaukan tatanan kehiodupan 
masyarakat yang telah ada 
  
Dalam konteks manajemen pemerintahan daerah kabupaten Nunukan, 
dimana  para pejabat dan pegawai daerah dlihat dari latar brlakang etniknya 
merupakan representasi dari etnik dominan yang ada di kabupaten Nunukan 
sehinggan ikatan-ikatan primordial dan hubungan-hubungan emosional  akan 
sangat berpengaruh dalam jalannya manajemen pemerintahan daerah.  
 
2.9 Kerangka Pemikiran 
 Sifat utama dari masyarakat berkelompok ras yang hidup 
berdampingan dibawah satu unit organisasi pemerintahan adalah bahwa 
setiap kelompok memiliki kebudayaan tersendiri yang cenderung berbeda 
dan tidak pula memiliki sistem nilai bersama, tidak hanya kelompok namun 
setiap individu yang berada dalam satu kelompok juga cenderung berbeda 
karena menganut nilai yang berbeda. Nilai-nilai yang mereka anut cenderung 
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akan membedakan mereka dengan individu dan kelompok yang lain yang 
seringkali menimbulkan konflik dalam kehidupan sehari-hari.  
Fenomena etnisitas dalam sebuah daerah mulai berkembang seiring 
munculnya aspirasi pejabat dan PNS dari PAD ( Putra/ putri Asli Daerah ) 
yang timbul dalam manajemen pemerintahan daerah. Adanya kecemburuan 
sosial dari orang-orang daerah setempat  melihat posisi kunci pemerintahan 
justru berasal dari daerah lain diluar daerah tersebut. Sementara dalam 
penerimaaan pegawai, orang-orang pendatang pula yang banyak lulus test, 
selain itu beragam persepsi yang sering dilontarkan oleh etnis yang satu 
terhadap etnis lainnya sering kali bermuara pada konflik seperti pada kasus 
pelaksanaan tender proyek di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten 
Nunukan yang mengakibatkan konflik fisik antar suku. 
Rasa kecemburuan sosial itulah yang akan memunculkan berbegai 
macam persepsi dari individu maupun kelompok yang ada dalam lingkup 
pemerintahan daerah. oleh karenanya kalau hal ini tidak dapat dikelola 
dengan baik dalam manajemen pemerintahan daerah hal ini akan menjadi 
persoalan dan akan bermuara pada konflik.  
Berdasarkan penjelasan di atas bahwa dalam manajemen 
pemerintahan daerah  yang menaungi beragam etnis memiliki potensi besar 
melahirkan terjadinya konflik, konflik yang dipengaruhi oleh persepsi yang 
berbeda antar etnis. Perbedaan persepsi  ini dapat digunakan oleh pihak-
pihak tertentu untuk mewujudkan kepentingan mereka atas nama etnik, 
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agama dan darah. Sehingga dalam etnisitas konflik itu bisa terjadi, baik 
konflik fisik maupun konflik non-fisik apalagi ketika aktornya belum berpikir 
rasional. 
 Di dalam lingkup pemerintahan daerah Kabupaten Nunukan terdapat 
beragam etnik baik berdasarkan suku, agama, kepentingan dan lain-lain. 
Individu maupun kelompok tersebut memiliki kepentingan-kepentingan, dan 
beragam persepsi yang berbeda antar etnis, persepsi-persepsi yang 
berpotensi konflik jika tidak dikelola dengan baik dalam manajemen 
Pemerintahan Daerah, hal ini cenderung mengakibatkan konflik, baik konflik 
laten maupun konflik manifest. Fenomena etnisitas dalam manajemen 
pemerintahan daerah kabupaten Nunukan inilah yang akan penulis teliti. 
Penelitian ini bertujuan  untuk melihat dan mengetahui bagaimanakah 
etnisitas dalam manajemen pemerintahan daerah kabupaten Nunukan ? 
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2.10 Skema Pemikiran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ETNISITAS 
MANAJEMEN  
PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KONFLIK 
 
PRESEPSI SOSIAL 
ANTAR ETNIS 
FAKTOR YANG 
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BAB III 
  METODE PENELITIAN 
 
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Nunukan, hal yang menjadi 
pertimbangan untuk memilih Kabupaten Nunukan sebagai fokus penelitian 
adalah bahwa daerah Nunukan merupakan daerah otonom yang multi etnik 
dalam lingkup pemeritahan daerahnya  dianggap punya potensi hubungan 
multi etnik yang lebih kompleks dengan tingkat konflik yang lebih tajam. 
Waktu penelitian akan dilaksanakan pada tahun 2013. 
3.2 Tipe Penelitian 
Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan tipe 
penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif  bertujuan untuk 
menggambarkan, meringkaskan berbagai berbagai kondisi berbagai situasi 
atau berbagai fenomena  realitas sosial yang ada di masyarakat yang 
menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan 
sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang 
kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu. Penelitian yang  dilakukan 
memberikan gambaran mengenai etnisitas dalam manjemen pemerintahan 
daerah Kabupaten Nunukan. 
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3.3 Jenis Data Penelitian 
a. Data Primer 
Data primer adalah data yang peneliti dapat secara lansung dari 
sumbernya yaitu para informan yang menjadi objek penelitian peneliti. 
Dimana pun para informan ini berada, peneliti mendatangi dan melakukan 
wawancara face to face untuk mendapatkan hasil atau data yang falid dari 
informan secara lansung agar dalam menggambarkan hasil penelitian lebih 
mudah. Selain melakukan wawancara peneliti juga melakukan observasi dan 
pengamatan di pejabat pemerintah daerah kabupaten Nunukan mengenai 
etnisitas yang ada dalam manajemen pemerintahan daerah kabupaten 
Nunukan. menggambarkan pola hubungan yang terjadi antar  etnik. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan data yang relevan yang berasal dari buku-
buku, dan bahan referensi lainnya yang berkaitan dengan relasi etnik. Data 
sekunder merupakan data yang sudah dioleh dalam bentuk naskah tertulis 
atau dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini dapat berasal dari 
penelitian sebelumnya yang terkait dengan masalah penelitian. 
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3.4  Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
 
Wawancara mendalam (deep interview) 
Peneliti akan melakukan wawancara lansung terhadap informan yang 
bersangkutan dengan masalah penelitian ini. Wawancara atanra peneliti dan 
informan face to face kemudian mengajukan beberapa pertanyaan yang 
menjadi inti masalah penelitian kepada informan selanjutnya para informan 
ini memberikan jawaban menurut mereka masing-masing. Metode ini dikenal 
dengan teknik wawancara deep interview yaitu proses memperoleh 
keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap 
muka antara pewawancara dengan informan, dengan atau tanpa 
menggunakan pedoman (guide) wawancara.  
 Informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis akan 
melakukan wawancara dengan informan yang terkait dengan masalah yang 
diangkat. Informan yang akan diwawancarai berasal  dari  beberapa 
komunitas  etnik yang ada di Kabupaten Nunukan 
Dokumentasi 
Dokumentasi dapat diasumsikan sebagai sumber data tertulis yang 
terbagi dalam dua ketegori yaitu sumber resmi dan sumber tidak resmi. 
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Sumber resmi merupakan dokumen yang dibuat/dikeluarkan oleh 
lembaga/perorangan atas nama lembaga.  
Sumber tidak resmi adalah dokumen yang dibuat/dikeluarkan oleh 
individu tidak atas nama lembaga. Dokumen yang akan dijadikan sebagai 
sumber referensi dapat berupa artikel di surat kabar, artikel di internet dll. 
 
3.5 Subjek Penelitian 
Narasumber atau informan adalah orang yang bisa memberikan 
informasi-informasi utama yang dibutuhkan dalam penelitian. Peran subjek 
penelitian adalah memberikan tanggapan dan informasi terkait data yang 
dibutuhkan oleh peneliti, serta memberikan masukan kepada peneliti, baik 
secara langsung maupun tidak langsung. subjek penelitian yang sangat 
banyak dan  berada diluar jangkauan sumber daya peneliti, maka  peneliti 
melakukan study sampel. 
 Para informan disini adalah masyarakat  kabupaten Nunukan dari 
berbagai latar belakang etnis yang ada di lingkungan pemerintah daerah 
Kabupaten Nunukan yang berasal dari berbagai komunitas etnis yang 
disatukan oleh asal daerah (suku), agama, dan kepentingan. 
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3.6 Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah teknik analisisi 
data kualitatif dimana data yang diperoleh akan dianalisis dengan 
menggunakan teknik analisis data kualitatif. Metode penelitian kualitatif 
adalah suatu metode penelitian untuk menghasilkan data deskriptif berupa 
kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. 
Teknik analisis data kualitatif digunakan untuk mendapatkan penjelasan 
mengenai etnisitas dalam manajemen pemerintahan daerah kabupaten 
Nunukan. Data dari hasil wawancara yang diperoleh kemudian dicatat dan 
dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan. 
Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang 
lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisa data dalam penelitian 
kualitatif dilakukan mulai sejak awal sampai sepanjang proses penelitian 
berlangsung.  
Penelitian kualitatif tidak ada panduan baku untuk melakukan analisis 
data, namun secara umum dalam analisis data selalu ada kompenan-
kompenan yang wajib harus ada seperti pengambilan data, kategorisasi data, 
dan kesimpulan. 
1. Pengumpulan Data 
Peneliti melakukan pengumpulan data-data yang berhubungan 
dengan penelitian melalui wawancara, kajian pustaka, observasi dan 
sebagainya. Dalam hal wawancara peneliti menggunakan perekam suara 
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seperti hp, daftar pertanyaan dan lain-lain. Pada saat pengumpulan data, 
peneliti akan berhati-hati dalam mencatat data jangan sampai dicampurkan 
dengan pikiran peneliti. Data-data yang akan dikumpulkan adalah data-data 
yang relevan, sehingga relasi etnik dalam manajemen pemerintahan daerah 
kabupaten Nunukan dapat digambarkan secara jelas pada hasil penelitian 
yang berupa kesimpulan. 
2. Sajian data 
Data yang dikumpulkan kemudian disajikan dalam dalam bab 
pembahasan dan sebagai pijakan untuk menarik kesimpulan. Dalam  
Penyajian, data kemudian digabungkan menjadi sebuah informasi yang 
tersusun dalam suatu bentuk yang terpadu sehingga apa yang terjadi 
mudah diamati yang akan membantu peneliti dalam menentukan penarikan 
kesimpulan secara benar. Penyajian data berupa analisi peneliti tentang 
objek yang diteliti. Pada tahap penyajian data penulis akan mengelompokan 
data berdasarkan kelompok informan, sehingga diketahui beberapa informasi 
dari informan berdasarkan pokok masalah dan sumber (informan). 
Sajian data yang dilakukan bertujuan untuk memahami berbagai hal 
yang terjadi pada etnisitas dalam manajemen pemerintahan daerah 
kabupaten Nunukan, semua data yang ada kemudian dirancang untuk 
menyampaikan informasi secara lebih sistematis mengenai etnisitas dalam 
manajemen pemerintahan daerah Kabupaten Nunukan. 
 
 
 
xlix 
 
BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 . Gambaran Umum Kabupaten Nunukan 
4.1.1 Sejarah Terbentuknya Kabupaten Nunukan 
Kabupaten Nunukan merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten 
Bulungan, Kalimantan Utara. Pembentukan kabupaten ini berdasarkan 
pertimbangan luas wilyah, peningkatan pembangunan, dan peningkatan 
pelayanan kepada masyarakat. Pemekaran Kabupaten Bulungan di pelopori 
oleh R.A. Besing yang pada saat itu menjabat sebagai bupati. 
Pada tahun 1999, pemerintah pusat memberlakukan otonomi daerah 
dengan didasari Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah. Dengan dasar inilah dilakukan pemekaran pada 
Kabupaten Bulungan menjadi 2 kabupaten baru lainnya, yaitu Kabupaten 
Nunukan dan Kabupaten Malinau. 
Pemekaran Kabupaten ini secara hukum diatur dalam UU Nomor 47 
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten 
Malinau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang 
pada tanggal 4 Oktober 1999. Dengan dasar UU Nomor 47 tahun 1999 
tersebut Nunukan resmi menjadi kabupaten dengan 5 wilayah administratif, 
yakni: 
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 Kecamatan Lumbis 
 Kecamatan Sembakung 
 Kecamatan Nunukan 
 Kecamatan Sebatik 
 Kecamatan Krayan 
Sejak tahun 2012, kabupaten Nunukan merupakan bagian dari 
Provinsi Kalimantan Utara, seiring dengan pemekaran provinsi baru tersebut 
dari Provinsi Kalimantan Timur Ibu kota kabupaten Nunukan terletak di kota 
Nunukan. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 14.493 km² dan berpenduduk 
sebanyak 140.842 jiwa (hasil Sensus Penduduk Indonesia 2010). Motto 
Kabupaten Nunukan adalah "Penekindidebaya" yang artinya "Membangun 
Daerah" yang berasal dari bahasa Tidung. Nunukan juga adalah nama 
sebuah kecamatan di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. 
4.1.2 Kondisi Fisik Wilayah, Kependudukan dan Kondisi Sosial 
Kabupaten Nunukan merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di 
wilayahh utara Provinsi Kalimantan utara, secara geografis terletak antara 
115o33 - 118o03 BT dan antara 3o15 - 4o24 LU. Daerah ini brebatasn 
dengan Negara Malaysia Timur-Sabah di utara, Laut Sulawesi di timur, 
Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau di selatan, Negara Malaysia 
Timur-Serawak di barat. Luas wilayah daerah ini adalah 14.263,68 Km2. 
Secara administratif, dearah ini terbagi menjadi delapan kecamatan dan 218 
Kelurahan. Berikut daftar kecamatan yang ada di Kabupaten Nunukan, 
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Krayan   : 1.837,54 Km2 
Krayan Selatan  : 1.756,46 Km2 
Lumbis   : 3.645,50 Km2 
Sembakung   : 2.055,90 Km2 
Nunukan   : 1.596,77 Km2 
Sebuku   : 3.124,90 Km2 
Sebatik   : 104,42 Km2 
Sebatik Barat  : 142,19 Km2 
Jumlah/Total   : 14.263,68 Km2 24 
Kependudukan  
Berdasarkan hasil pencacahan Sensus Penduduk 2010, jumlah 
penduduk Kabupaten Nunukan sementara adalah 140.842 orang, yang terdiri 
atas 75.247 laki-laki dan 65.595 perempuan. Perbandingan laki-laki dan 
perempuan atau sex ratio di Kabupaten Nunukan adalah 114,  artinya 
terdapat 114 penduduk laki-laki diantara 100 penduduk perempuan. Atau 
penduduk laki-laki lebih banyak 14 % dibanding perempuan.25 
 
Sosial Budaya  
Kehidupan Sosial Budaya di Kaupaten Nunukan begitu beragam dan 
bervariasi. Terdapat sejumlah agama/kepercayaan serta agama yang 
                                                          
24
 Data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nunukan 
 
25
 Data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nunukan 
 
 
lii 
 
mayoritas dianut oleh masyarakatnya, sejumlah sarana-sarana ibadah, 
fasilitas perlindungan sosial, dan organisasi kemasyarakatan. 
Agama/kepercayaan yang berkembang di kecamatan nunukan sebanyak 
agama/kepercayaan yang diakui di Indonesia. Islam merupakan agama yang 
mayoritas dianut oleh masyarakat. Fasilitas peribadatan juga banyak 
jumlahnya. Pada tahun 2008 tercatat jumlah masjid sebanyak 62 buah, 
langgar 15 buah, gereja baik kristen maupun katholik sejumlah 28 buah dan 1 
buah vihara/klenteng.  
Jumlah suku yang ada juga sangat beragam yakni suku asli yaitu suku 
Tidung dan Dayak, selebihnya adalah suku pendatang yang banyak 
mendominasi yaitu suku Bugis, Makassar, Mandar, Toraja, Jawa, Banjar, 
Timor, Tionghoa dll. 26 
 
4.1. 3 Visi dan Misi Kabupaten Nunukan 
Dalam rangka penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah sebagai daerah 
otonom Kabupaten Nunukan mempunyai visi dan misi. Berikut ini adalah visi 
dan misi Kabupaten Nunukan : 
1. VISI  
Untuk memberikan gambaran dalam pembangunan di Kabupaten 
Nunukan pada periode 2011 - 2016, pemerintah daerah terpilih menyusun 
visi dan misi pembangunan. Pada hakekatnya, visi yang dirumuskan ini 
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adalah kerangka berpikir bersama berkaitan dengan cita-cita masa depan 
seluruh elemen masyarakat yang berkepentingan (stake holders) di 
Kabupaten Nunukan berdasarkan kondisi dan potensi yang ada.  
Visi pembangunan Kabupaten Nunukan periode 2011 - 2016 
dirumuskan sebagai ,Terwujudnya Masyarakat Nunukan Yang Aman, Damai, 
Bermoral, Demokratis, Mandiri, Sejahtera, Dan Berdaya Saling Sebagai 
Beranda Terdepan NKRI". 
2. MISI 
Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Nunukan, maka 
ditetapkan misi yang merupakan pernyataan usaha pencapaian visi seperti 
tersebut di atas. Misi pembangunan Kabupaten Nunukan periode 2011 - 
2016 adalah : 
a. Meningkatkan peneyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih 
(Good and Clean Government)  
b. Meningkatkan mutu pendidikan dan layanan kesehatan masyarakat serta 
layanan dasar sosial lainnya yang didukung dengan pendayagunaan ilmu 
penegtahuan dan teknologi (IPTEK)  
c. Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing melalui investasi, 
pemanfaatan SDA dan pengembangan ekonomi kerakyatan 
d. Meningkatkan sarana prasarana publik, energi, sistem transportasi dan 
optimalisasi tata ruang 
e. Mewujudkan daerah perbatasan yang maju dan mandiri 
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f. Mewujudkan Pembangunan yang berwawasan lingkungan (Sustainable 
Development) 
g. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan menjunjung 
tinggi keadilan dan HAM. 
 
4.2. Proporsi etnisitas suku bangsa dalam manajemen pemerintahan 
daerah di Kabupaten Nunukan  
Masalah etnisitas seringkali menjadi masalah yang serius di tengah 
masyarakat yang multi etnik, apalagi dalam suatu organisasi pemerintahan 
yang ada di daerah. Sering kali terjadi konflik yang berawal dari persepsi 
antar individu yang berbeda latar belakang etnisnya. Dalam  pemerintahan 
daerah di Kabupaten Nunukan ada banyak kelompok etnis yang mewakili 
suku, ataupun kelompok-kelompok yang menyatakan keanggotaannya. 
Apabila  dilihat dari pengertian luas kelompok etnik maka setiap orang bisa 
berada dalam beberapa komunitas etnik. sehingga lingkungan itu akan 
memiliki beragam persepsi yang berbeda yang dapat digunakan oleh individu 
maupun kelompok untuk mendukung kepentingannya dan mengangkat 
eksistensi mereka. 
Komunitas atau kelompok etnik yang ada di Kabupaten Nunukan 
sangat beragam, mereka berasal dari berbagai kelompok masyarakat yang 
memiliki satu kesamaan baik itu suku, agama, ideologi, profesi, kepentingan 
dan lain-lain.  
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Setelah penulis melakukan observasi pada beberapa komunitas etnis 
yang ada untuk melihat bagaimana etnisitas di dalam manajemen 
pemerintahan daerah Kabupaten Nunukan, baik dari segi jumlah etnis, 
persepsi sosial antar etnis, dan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi 
sosial tersebut, sampai kepada konflik yang dilahirkan dari berbagai persepsi 
sosial antar etnis di Kabupaten Nunukan. 
 Dari segi jumlah etnis di Kabupaten Nunukan tercatat 8 (delapan) 
etnis besar yang mendominasi jumlah penduduk di Kabupaten Nunukan yaitu 
etnis Tidung, Dayak, Bugis, Mandar, Toraja, Jawa, Timor, dan Banjar. Berikut 
daftar kerukunan/etnis yang ada di Kabupaten Nunukan. Sebanyak 25 
kerukunan etnis yang ada, berikut daftar kerukunan-kerukunan etnis yang 
ada di Kabupaten Nunukan, 
1.  Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan  
Ketua : H. Arifuddin Ali 
Alamat : Jl. Hasanuddin Nnk Utara (Samping Pasar Inhutani) 
2. Kerukunan Keluarga Sulawesi Utara  
Ketua : Boyke P.Giroth 
Alamat : Jl. Soeharto Gang Belimbing (Pelabuhan) 
3. Kerukunan Keluarga Sulawesi Tenggara 
 Ketua : Laode Ntumete 
Alamat : Jl . Manunggal Bhakti Nnk Timur (Pangkalan) 
4. Kerukunan Keluarga Pinrang  
 
 
lvi 
 
Ketua : H. Manja 
Alamat : Jl. Pesantren Nnktimur (Samping Askrindo) 
5. Kerukunan Keluarga Jawa 
Ketua :  Subandi 
Alamat : Jl. Gajah Mada Depan Milo Lama 
6. Pakuwaja 
Ketua : Sunarto 
Alamat : Jl. Jl. Fatahillah Nnk Timur  
7. Kerukunan Keluarga Nusra  
Ketua : Vitor Ola Tokan  
Alamat : Jl. Kramat Nnk Utara 
8.  Kerukunan Keluarga Tionghoa 
Alamat : Jl. Yos Sudarso Nnk Utara 
9. Kerukunan Keluarga Toraja 
Ketua : Ruman Tumbo 
Alamat : Jl. Pelabuhan 
10. Pusaka  
Ketua : H.Faridil Murat 
Alamat : Jl. TVRI 
11. Keluarga Lembata  
Ketua : Andreas Pendai 
Alamat : Jl. Bhayangkara Nunukan Utara 
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12. Kerukunan Keluarga Bone 
Ketua : Asmar, Se 
Alamat : Jl . Gajah Mada (Samping Biofiur Pesantren) 
13.  Kerukunan Keluarga Sulawesi Tengah  
Ketua : Hilemal P 
Alamat : Jl. Tawakal Nunukan Barat 
14. Kerukunan Sunda  
Ketua : Usep Rahmat 
Alamat : Jl. Bni Lama Nunukan Utara 
15. Adat Tidung Dayak  
Ketua : Djagung Hanafiah 
Alamat : Jl. Desa Binusan 
16. Kerukunan Keluarga Besar Dayak  
Ketua : Kamilus Ding 
Alamat : Jl. Tvri (Samping Kantor Kelurahan Nunukan Timur) 
17.  Keruknan Keluarga Mandar  
Ketua : Rustam 
Alamat : Jl. Strat Buntu (Pasar Baru) 
18. Kerukunan Keluarga Banjar 
Ketua :  H.Alman Hidayat/M.Rasyidi 
Alamat : Jl. Ahmad Yani Nunukan Timur 
19. Kerukunan Keluarga Bulungan  
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Ketua : Abduljalil 
Alamat : Jl. Bahari/Lamijong 
20. Kerukunan Keluarga Batak  
Ketua : Silitonga/Kodrat Sinaga 
Alamat : Jl. Angkasa (Perum Bandara Nunukan) 
21. Kerukunan Keluarga Barru  
Ketua : H.Andi Mammi 
Alamat : Jl. Pelabuhan Baru Nunuka Timur 
22.  Keluarga Enrekang Maspul 
Ketua : H.Ruslan 
Alamat : Jl. Pasar Baru Dalam Nunukan Timur 
23. Kerukunan Keluarga Makassar 
Ketua : Daeng Abdul Rahim 
Alamat : Jl. Rimba Nunukan Timur 
24. Forum Kerukunan Warga Tidung  
Ketua : H.Mansyur Husin 
Alamat : Jl. Bhayangkara (Samping Gedung Acmy) 
25. Kerukunan Keluarga Besar Luwu  
Ketua : Amar Bahar 
Alamat : Jl. Tawakal Nunukan Barat27 
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 Komposisi etnis pada pejabat pemerintah daerah Kabupaten Nunukan 
adalah sebagai berikut : 
1. Bupati : Suku Bugis 
2. Wakil Bupati : Suku Tidung 
3. Sekertaris daerah : Suku Dayak 
4. Ketua DPRD : Suku Bugis 
5. Camat : 
- Krayan   : Suku Dayak 
- Krayan Selatan  : Suku Dayak 
- Lumbis   : Suku Tidung 
- Sembakung  : Suku Banjar 
- Nunukan   : Suku Jawa 
- Sebuku   : Suku Bugis 
- Sebatik   : Suku Bugis 
- Sebatik Barat  : Suku Tidung 
Dari data tersebut dapat kita lihat kemultietnikan yang ada di dalam 
pemerintahan daerah Kabupaten Nunukan, di tambah dengan adanya 
kecenderungan mayoritas etnis pendatang yang menduduki jabatan penting 
di dalam pemerintahan. Hal ini merupakan suatu  Peran Pemerintah Daerah 
dalam mengelolaan keragaman etnis ini tentunya sangat berpengaruh dalam 
proses penyelenggaraan pemerintahan, begitu pula dengan keberadaan etnis 
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yang beragam juga mempunyai peran yang penting dalam pembangunan 
daerah dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah. 
Pelaksanaan fungsi  manajemen pemerintahan daerah di Kabupaten 
Nunukan yang merangkul berbagai macam etnis di atas tergambar dari  : 
1. Perencanaan 
Dalam hal perencanaan daerah kegiatan perencanaan yang  dilakukan 
oleh pemerintah daerah Kabupaten Nunukan senantiasa memperhatikan 
peraturan perundangan yang berlaku, yakni UU No. 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Keselarasan subtansi antara 
satu produk perencanaan degan kebutuhan masyarakat sangat penting, 
dalam kehidupan masyarakat yang multikltural tentunya hal ini merupakan 
suatu masalah yang sensitif sehingga dibutuhkan sikap netral dari pihak 
pemerintah daerah. Partisipasi kelompok etnis dalam hal perencanaan 
pembangunan di Kabupaten nunukan terlihat dari  keaktifan semua 
organisasi antar suku dalam forum musyawarah dengan pemerintah daerah. 
2. Pengorganisasian 
Pengorganisasian merupakan suatu proses untuk merancang struktur 
formal yang mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas-tugas 
atau pekerjaan diantara organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai 
dengan efisien. Tujuan pengorganisasian dalam manajemen pemerintahan 
daerah Kabupaten Nunukan yang multi etnik adalah agar dalam pembagian 
tugas dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan meningkatkan 
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kerukunan hubungan antar etnis, dengan pengorganisasian, maka masing-
masing pegawai antar unit  kerja dapat bekerja saling 
melengkapi, mengurangi kejenuhan, menumbuhkan  rasa saling 
membutuhkan, mengurangi pendekatan materialistis. 
3. Pengarahan 
Pengarahan penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten 
Nunukan berhubungan dengan usaha pemerintah daerah  memberikan 
bimbingan, saran, perintah-perintah, agar tugas dapat dilaksanakan dengan 
baik dan benar-benar setuju yang telah ditetapkan semula. Pengarahan 
bukan saja agar pegawai melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu 
kegiatan, tetapi dapat pula berfungsi mengkoordinasi kegiatan berbagai 
unsur lembaga agar efektif tertuju kepada realisasi tujuan yang ditetapkan 
sebelumnya. Model fungsi pengarahan yang diterapkan oleh pemerintah 
daerah Kabupaten Nunukan cenderung bersifat pendekatan secara langsung 
untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja secara maksimal serta 
menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dan dinamis. Pengarahan ini pada 
dasarnya akan berpengaruh dengan faktor individu dalam kelompok, motivasi 
dan kepemimpinan, kelompok kerja dan, komunikasi dalam pelaksanaan 
manajemen pemerintahan daerah. 
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4. Pengawasan  
Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk 
menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang 
telah ditetapkan serta memastikan tujuan dapat tercapai secara efektif dan 
efisien. Fungsi pengawasan ini mengandung makna penting, baik bagi 
pemerintah daerah maupun pelaksana pengawasan. Bagi pemerintah 
daerah, fungsi pengawasan merupakan suatu mekanisme peringatan dini 
(early warning system), untuk mengawal pelaksanaan aktivitas mencapai 
tujuan dan sasaran. Sedangkan bagi pelaksana pengawasan, fungsi 
pengawasan ini merupakan tugas mulia untuk memberikan telaahan dan 
saran, berupa tindakan perbaikan. 
Di dalam manajemen pemerintahan daerah Kabupaten Nunukan 
Fungsi pengawasan daerah belum dapat berjalan secara optimal. Hal ini 
ditunjukkan dengan masih terjadi tumpang tindih kegiatan pengawasan yang 
dilakukan oleh berbagai institusi dan Faktor‐faktor kultural yang menghambat 
pemeriksaan, seperti sungkan, menghindari ktersinggungan antar etnis, Gap 
Eseloneering antar pemeriksa dengan yang diperiksa dan Lemahnya tindak 
lanjut pengawasan.    
5. Penyusunan personalia (pegawai) 
Penyusuan personalia ( pegawai ) di dalam lingkup pemerintahan 
daerah Kabupaten Nunukan sesuai degan UU No. 32 Tahun 2004, 
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pengelolaan SDM atau PNS dilakukan secara terintegrasi secara nasional 
oleh Pemerintah. Dengan demikian, kewenangan pemerintah daerah untuk 
mengelola kepegawaian daerah sudah tidak ada lagi, karena terbukti 
menimbulkan berbagai permasalahan.  Akan tetapi masalah yang muncul 
adalah  banyaknya tenaga honorer daerah , yang belakangan menuntut 
diangkat menjadi CPNS, terutama dari kelompok etnis lokal,  mereka 
kemudian memunculkan persepsi yang menyatakan bahwa putra putri 
daerah harus lebih diutamakan untuk diagkat menjadi   CPNS di daerahnya. 
6. Kepemimpinan dalam organisasi 
Dalam hal kepemimpinan daerah bahwa peranan seorang pemimpin 
memegang peranan yang amat penting dalam perjalankepemerintahan 
daerah. Keberhasilan pemerintahan daerah lebih banyak ditentukan oleh 
figur pemimpinnya dibandingkan dengan faktor‐faktor lainnya. Hal ini 
membuktikan bahwa aspek leadership merupakan hal yang sangat penting 
bagi organisasi pemerintahan. Namun demikian, diakui bahwa masih sulit 
menjumpai pemimpin yang mampu berperan sebagai leader dan sekaligus 
sebagai manager (administratur pemerintahan). Kemampuan sebagai leader 
dapat diperoleh melalui kharisma maupun pengalaman, sedangkan manager 
atau administratur pemerintahan dapat diperoleh melalui pendidikan/ 
pembelajaran. Perpaduan keduanya merupakan kondisi ideal yang 
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diharapkan dari seorang pemimpin, karena yang bersangkutan memiliki 
‟talenta‟ sekaligus ‟skill‟ untuk memimpin organisasi. 
Kabupaten Nunukan yang merupakan daerah multi etnik yang memiliki 
pemimpin daerah yang bukan berasal dari etnik asli daerah tersebut hal 
cenderung menimbulkan kecemburuan sosial dikalangan masyarakatnya 
sehingga menimbulkan konflik, akan tetapi masalah ini masih bisa 
dikendalikan oleh pihak pemerintah sehingga konflik sosial ini tidak 
berkepanjangan. faktor keterbatasan SDM dari penduduk asli Kabupaten 
Nunukan merupakan penyebab sehingga daerah ini dipimpin oleh etnik 
pendatang.  
 
4.3. Persepsi sosial tentang etnisitas dalam lingkup pemerintahan 
daerah Kabupaten Nunukan 
 
Dalam ruang demokrasi yang terbuka seluas-luasnya memberikan 
kesempatan setiap masyarakat untuk bebas mengeluarkan pendapat. 
Membuka kesadaran primordial bagi masyarakat tertentu untuk mewujudkan 
kepentingan mereka dengan berpersepsi berdasarkan asal kelompoknya 
untuk membangun kekuatan yang lebih berpengaruh dan merasa diakui. 
Serta membuka ruang bagi para elit politik dan masyarakat membangun isu 
primordial yang menjadi alat mereka untuk memudahkan dalam mewujudkan 
kepentingannya. 
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 Selanjutnya penulis akan mengemukakan bagaimanakah persepsi 
sosial tentang etnisitas dalam lingkup pemerintahan daerah  Kabupaten 
Nunukan? dari hasil penelitian penulis, berbagai macam bentuk persepsi 
masyarakat yang penulis dapatkan dari penuturan mereka, sebagian 
masyarakat berperesepsi positif tentang keberagaman etnis yang ada di 
dalam manajemen pemerintahan Kabupaten Nunukan, namun ada pula yang 
berpersepsi negatif mengenai keberagaman etnis tersebut, berikut ini hasil  
analisis wawancara penulis mengenai persepsi sosial masyarakat tentang 
etnisitas dalam pemerintahan daerah dengan topik wawancara “ Persepsi 
sosial masyarakat mengenai etnisitas di dalam Manajemen pemerintahan 
daerah Kabupaten Nunukan ” 
Responden 1 : Asmar SE, suku Bugis , wawancara 10 desember 2013 : 
 Dari hasil wawancara penulis kepada responden sebagai ketua 
kerukunan etnis Bugis, penulis berpendapat bahwa kemultietnikan yang ada 
di Kabupaten Nunukan memberikan nilai positif dan negatif di dalam 
manajemen pemerintahan daerah, dari segi positifnya bisa memberikan nilai 
plus bagi pendapatan daerah khususnya di sektor pariwisata, dan sisi 
negatifnya dari kemultietnikan itu menjadi akar-akar konflik yang disebabkan 
oleh sifat dasar manusia memiliki perasaan, pendirian maupun latar belakang 
kebudayaan yang berbeda, pihak pemerintah sebagai penyelenggara 
pemerintahan dinilai cukup baik dalam mengelola etnisitas di Kabupaten 
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Nunukan. Persepsi banyak berkembang yang menyatakan jika suku bugis 
lebih sukses di banding suku lainnya merupakan suatu wujud konflik laten 
yang bisa saja melahirkan konflik fisik. 
Responden 2 : Irwan Noy, suku Bugis, wawancara 8 november 2013 : 
 Masyarakat dari suku bugis ini berpendapat bahwa, perbedaan itu 
mutlak adanya, dan sesuai dengan hakikat kehidupan berbangsa. Peran 
pemerintah dalam mengelola keberagaman ini juga dinilai fleksibel dan 
mampu membawa masyarakat dalam kehidupan yang harmonis, akan tetapi 
pada akhir penuturannya di kemukakan bahwa  identitas etnis mempunyai 
pengaruh yang besar  di dalam politik manajemen pemerintah daerah, 
contohnya pada saat pemilihan kepala daerah, setiap suku masih 
mengedepankan primordialisme dalam menentukan pilihannya. 
Responden 3 : Supri, suku Toraja, wawancara 8 november 2013 : 
 Penuturan responden  menunjukkan bahwa pebedaan etnis yang ada 
mempunyai pengaruh positif yakni dapat menambah wawasan dan 
memberikan kesempatan untuk menikmati hasil karya dari etnis lain, akan 
tetapi akibat dari arogansi masing-masing etnis yang merasa ingin diakui 
yang kemudian cenderung terlihat saling bersaing memamerkan 
kekuatannya. Konflik etnis yang sering terjadi  
 
 
lxvii 
 
menunjukkan belum adanya manajemen etnis yang baik dari pihak 
pemerintah. 
Responden 4: Rahmat suku Jawa, wawancara 9 november 2013 : 
 Berbeda dengan penuturan responden yang pertama yang berlatar 
belakang suku Bugis, Rahmat sebagai suku Jawa menilai bahwa pemerintah 
belum bijak dalama mengelola etnisitas yang ada di dalam manajemen 
pemerintahan daerah, responden ini menilai adanya keberpihakan 
pemerintah terhadap etnisnya, contonhya pada rekrutment pegawai dan 
pengangkatan pejabat daerah, Rahmat ini juga menilai bahwa keberhasilan 
etnis bugis yang ada di kabupaten Nunukan dikarenakan karena 
keberpihakan pemerintah terhadap etnisnya. 
Responden 5 : Yernia, suku Dayak , wawancara 10 november 2013 : 
 Dari penuturan Yernia sebagai penduduk suku asli Kabupaten 
Nunukan penulis beranggapan bahwa keberadaan suku lain sama sekali 
tidak menjadi masalah untuk penduduk asli ini karena mereka merasa 
pemerintah mampu bersikap adil, dan suku pendatang pun mampu 
menyesuaikan diri yang ditandai dengan terciptanya hubungan yang baik 
antar etnis. 
Responden 6 : Putranda Syahran, suku Tidung ,wawancara 8 november 
2013 : 
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 Penulis berpendapat dari hasi wawancara dengan responden yang 
juga merupakan suku asli Nunukan ini, bahwa  keberadaan suku lain di 
Kabupaten Nunukan merupakan suplay bagi pembangunan daerah, aktifitas 
ekonomi yang maju tidak terlepas dari peran etnis pendatang. Penulis juga 
dapat melihat adanya pengaruh etnisitas yang cukup kuat dalam perpolitikan 
di Kabupaten Nunukan khususnya pada pemilihan Kepala Daerah. 
Responden 7 : Rusman, suku Mandar, wawancara 10 november 2013 : 
 Hal positif dari etnisitas yang ada di Kabupaten Nunukan di 
kemukakan oleh responden bahwa, dengan adanya keberagaman maka kita 
dapat menikmati dan menambah wawasan tentang banyak hal dari etnis lain, 
pendapat ini sama dengan yang dikemukakan oleh responden yang berlatar 
belakang Toraja. Sikap pemerintah yang fleksibel dan cenderung bersikap 
adil membuat masyrakat merasa diperlakukan sama tanpa adanya sentimen 
etnik. 
Responden 8:ToniTokan SH, suku Timor, wawancara 8 november 2013 : 
 Dari penuturan responden penulis melihat adanya indikasi yang 
menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap etnisnya, terlepas dari itu 
menurut responden keberagaman etnis itu adalah hal yang wajar dan  hasil 
kebijakan yang tidak memihak atau adil dari pemerintah sangat penting untuk 
menjaga hubungan baik antar etnis. 
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Responden 9 : Muh. Iqbal, suku Banjar, wawancara 10 november 2013 : 
 Persepsi yang hampir sama juga dikemukakan oleh ikbal dari etnis 
banjar, bahwa keberadaan suku pendatang di Kabupaten Nunukan memiliki 
peran penting dalam kemajuan pembangunan daerah terbukti dari eksistensi 
suku pendatang dibandingkan dengan suku asli, etnis pendatang juga 
mampu menarik simpati etnis lokal untuk memudahkan pencapaian 
kepentingannya, contohnya dalam pemilihan Kepala Daerah. Menurut 
pendapat penulis hal ini sah-sah saja selama pemerintah yang telah 
menerima amanah mampu merangkul semua etnis dan memberikan 
kebijakan yang mewadahi kepentingan semua etnis yang ada, tanpa ada 
pengistimewaan dan sentimen terhadap etnis tertentu. 
 Daerah yang plural ditambah dengan kondisi daerah yang baru 
berkembang, konflik cenderung terjadi dalam interaksi masyarakat di 
kehidupan sehari-hari. Hasil penelitian yang didapatkan  dari pengamatan 
dan hasil wawancara peneliti dengan  masyarakat Kabupaten Nunukan yang 
berasal dari komunitas-komunitas etnik  yang ada di Kabupaten Nunukan 
menggambarkan bahwa persepsi yang beragam dari berbagai latar belakang 
etnis telah melahirkan konflik, dan tentunya hal ini saling mempengaruhi 
dengan penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah. Salah satu 
konflik besar yang  terjadi pada tahun 2007 yang  yang muncul akibat 
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persepsi etnis bugis yang kurang menyenangkan terhadap etnis dayak 
sehingga berujung konflik. 
Berkut hasil wawancara penulis yang menunjukkan adanya konflik etnis 
pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Nunukan dengan topik wawancara 
“Konflik Etnis di Kabupaten Nunukan” , Responden merupakan Tokoh dari 
kerukunan PUSAKA ( Penduduk Asli Kalimantan ) yang berinisial PSR : 
Kasus konflik yang di paparkan oleh responden menunjukkan bahwa 
identitas etnis sangat berpengaruh terhadap persepsi yang di lontarkan 
kepada etnis lain. Persepsi yang muncul dari stereotipe negatif yang 
berkembang di masyarakat sekitar yang kemudian dilontarkan kepada 
seseorang akan menjadi sumber konflik, sperti “sesumbar” yang dilontarkan 
Sulaiman kepada Paridil,  Faktor kepentingan juga menjadi faktor terjadinya 
konflik ditersebut, seperti pada kasus lelang proyek, Konflik tersebut bermula 
dari konflik lisan yang kemudian mengarah ke konflik fisik. Peranan 
pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik tersebut sangat penting 
karena hal ini menyangkut dengan keamanan masyarakat yang ada di 
Kabupaten Nunukan, Pemerintah daerah dalam hal menangani konflik ini 
dinilai cukup sigap dan tegas karena ti dak sampai menimbulkan konflik yang 
berkepanjangan dan situasi bisa kembali pulih seperti sebelumnya tanpa ada 
korban dan kerusakan fisik yang berarti, kedua belah pihak pun berhasil 
untuk didamaikan. (Wawancara 8 November 2013 ) 
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Selain kasus konflik di atas penulis juga telah melakukan wawancara 
pada seorang responden Toni Tokan yang berasal dari suku timor. 
Dari pernyataan responden penulis berpendapat bahwa di daerah yang multi 
etnik memang  rawan dengan konflik, dan identitas etnik  menjadi hal yang 
tidak terpisahkan dalam proses terjadinya maupun penyelesaian dari konflik 
itu sendiri. Dan penanganan yang cepat dan tegas dari pihak pemerintah 
sangat menunjang karena menyangkut keamanan dan kenyamanan bagi 
seluruh masyarakat di Kabupaten Nunukan ( Wawancara 8 november 2013 ) 
Pernyataan lain yang menunjukkan bahwa kasus koflik rawan di 
daerah multi etnik juga diungkapkan dari responden Supri yang berlatarr 
belakang etnis Toraja. 
Pernyataan responden kali ini  juga menunjukkan bahwa konflik antar 
individu banyak berujung pada konflik etnis, yang merupakan hal yang umum 
terjadi di daerah multikultural, kemudian adanya harapan dari masyarakat 
dari kelompok etnis kepada pemerintah daerah untuk mewadahi kelompok-
kelompok etnis yang ada untuk melahirkan hal-hal yang positif yang dapat 
menunjang pengembangan dan  kemajuan daerah (Wawancara 8 november 
2013 ). 
 
 
 
 
 
lxxii 
 
4.4. Gambaran stereotip antar etnis  pada masyarakat di Kabupaten 
 Nunukan  
 
 Dari hasil wawancara dan observasi penulis menemukan stereotipe 
antar etnis yang muncul dari berbagai latar belakang etnis yang ada di 
Kabupaten Nunukan, berikut penulis mengklasifikasikan stereotipe antar etnik 
yang ada di Kabupaten Nunukan. 
Tabel : 0.1 
Stereotipe suku Bugis terhadap suku Bugis, Toraja, Mandar,Dayak, 
Tidung,Timor, Jawa, Banjar 
Stereotipe suku Bugis terhadap suku : 
Bugis  Ulet, pekerja keras, sensitif, anarkis 
Toraja Disiplin, berwibawa, tempramen 
Mandar Solid, loyal, berwatak keras, pragmatis 
Dayak Ramah, sopan, kreatif, kurang berpendidikan, berpegang 
teguh pada adat isiadatnya. 
Tidung  Taat aturan, agak malas, kurang berpendidikan 
Timor Pekerja keras, tidak memilih-milih pekerjaan, berwatak 
keras, solid,  cuek 
Jawa  Sopan, ramah dan bermasyrakat 
Banjar Sopan dan sangat baik orangnya, cantik-cantik 
Sumber data: Hasil olahan data wawancara, 2013 
 Dari stereotipe suku Bugis di atas dapat dilihat adanya stereotipe 
besifat negatif terhadap suku lain, penulis melihat stereotipe ini yang 
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merupakan dasar konflik yang pernah terjadi, sifat dari suku bugis yang 
sensitif sehingga mudah tersulut amarah dan mengeluarkan sesumbar begitu 
saja kepada suku lain sehingga memunculkan konflik. Suku bugis ini 
merupakan suku yang terbilang paling bisa menunjukkan eksistensi mereka 
baik di dalam pemerintahan maupun di lingkungan pengusaha. 
Tabel : 0.2 
Stereotipe suku Tidung terhadap suku Bugis, Toraja, Mandar,Dayak, 
Tidung,Timor, Jawa, Banjar 
Stereotipe suku Tidung terhadap suku : 
Bugis Pekerja keras, energik, mampu bersaing 
Toraja Cuek. 
Mandar Disiplin pada aturan, memiliki solidaritas dalam suku yang 
tinggi 
Dayak  Kurang mampu bersaing 
Tidung Aktif dalam mengikuti arah pembangunan, lamban dalam 
bekerja 
Timor Apa adanya, tidak memilih-milih pekerjaan, keras kepala 
Jawa Ramah, baik 
Banjar Cuek, solid dalam sukunya 
 Sumber data: Hasil olahan data wawancara, 2013  
 Dari stereotipe suku Tidung yang merupakan suku asli di 
Kabupaten Nunukan terlihat bahwa mereka bersikap fleksibel dan mengakui 
kemampuan suku lain dalam hal pembangunan daerah, terlepas dari itu dari  
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hasil pengamatan penulis, suku ini tetap memiliki kemauan untuk memiliki 
eksistensi di daerah mereka namun masih terhalang oleh sumber daya 
manusia yang masih kurang. 
Tabel : 0.3 
Stereotipe suku Dayak terhadap suku Bugis, Toraja, Mandar,Dayak, 
Tidung,Timor, Jawa, Banjar 
Stereotipe suku Dayak terhadap suku : 
Bugis Baik hati, keras kepala, pekerja keras, berjiwa sosial 
Toraja Cuek, solid dalam sukunya 
Mandar berwatak keras, berjiwa sosial, dan solid 
Dayak  Baik, solid dan suka membantu sesama 
Tidung Lembut, malas 
Timor Keras kepala, tidak memilih-milih pekerjaan 
Jawa Ramah, pekerja keras, tidak memilih-milih pekerjaan 
Banjar Kurang mampu bersaing, lamban, solid 
Sumber data: Hasil olahan data wawancara, 2013  
 Stereotipe suku Dayak yang juga merupakan  suku asli Kabupaten 
Nunukan hampir sama dengan suku Tidung, mereka fleksibel terhadap suku 
lain, solid dan menjaga adat istiadat mereka. Suku Dayak sangat 
mengutamakan budaya gotong royong dan belum terlalu mampu 
mengeksiskan diri mereka dalam manajemen pemerintahan disebabkan oleh 
faktor sumber daya manusia yang belum kurang. 
 
 
 
lxxv 
 
Tabel : 0.4 
Stereotipe suku Jawa terhadap suku Bugis, Toraja, Mandar,Dayak, 
Tidung,Timor, Jawa, Banjar 
Stereotipe suku Jawa terhadap suku : 
Bugis Keras kepala, baik hati, mampu menyesuaikan diri, pekerja 
keras 
Toraja Cuek, tidak suka dianggu, solid dalam sukunya 
Mandar Keras kepala, emosional, solid 
Dayak  Solidaritasnya kuat,  hidup apa adanya, memegang teguh 
adat istiadatnya 
Tidung Lembut, malas, kurang mampu bersaing, tidak memiliki 
obsesi 
Timor keras kepala,  kurang manajemen dalam berusaha 
Jawa Baik hati, lemah lembut, sopan 
Banjar Lembut, ramah 
Sumber data: Hasil olahan data wawancara, 2013 
  
 Stereotipe Suku Jawa menunjukkan bahwa mereka adalah suku yang 
ramah, sopan, dan pekerja keras, dari pengamatan penulis suku ini juga 
terlihat sebagai suku yang maju dan berkembang, selain bekerja sebagai 
pegawai negri sipil suku Jawa di Kabupaten Nunukan juga banyak yang 
menjadi wiraswasta yang berhasil, akan tetapi kemajuan suku ini masih 
berada di bawah suku Bugis yang sangat maju, sehingga banyak komentar 
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yang bernadakan kecemburuan mereka dan menuding pemerintah belum 
bersikap adil, meskipun demikian suku ini tidak berlaku anarkis dan tetap 
ramah. 
Tabel : 0.5 
Stereotipe suku Toraja terhadap suku Bugis, Toraja, Mandar,Dayak, 
Tidung,Timor, Jawa, Banjar 
Stereotipe suku Toraja terhadap suku : 
Bugis Baik hati, suka menolong tidak tegaan  
Toraja Baik, solid, tekun 
Mandar Keras kepala, pemalas 
Dayak  Solid, lugu, baik 
Tidung Malas, kurang mampu bersaing, baik 
Timor keras kepala,  penyayang 
Jawa Lemah lembut, baik, fleksibel 
Banjar Ramah, baik, embut 
Sumber data: Hasil olahan data wawancara, 2013 
 Stereotipe suku Toraja menunjukkan bahwa mereka adalah suku 
yang cuek, memiliki solidaritas yang tinggi dalam sukunya, ini terbukti dengan 
adanya wilayah yang mereka bentuk khusus unutuk penduduk yang bersuku 
Toraja di Kabupaten Nunukan yang mereka sebut dengan “ Kampung Tator ”. 
Konflik yang bisanya melibatkan suku, mereka selesaikan dengan cara 
musyawarah dengan pemimpin suku mereka. 
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Tabel : 0.6 
Stereotipe suku Timor terhadap suku Bugis, Toraja, Mandar,Dayak, 
Tidung,Timor, Jawa, Banjar 
Stereotipe suku Timor  terhadap suku : 
Bugis Pekerja keras, konsisten, sensitif 
Toraja solid dalam sukunya, tidak terlalu peduli dengan anggapan 
orang sekitarnya 
Mandar Baik hati, solid 
Dayak  Lugu, keras, solid dalam sukunya 
Tidung Lembut, baik hati 
Timor Pekerja keras, pantang menyerah, emosional 
Jawa ramah, baik hati, pekerja keras 
Banjar Ramah, baik, sopan 
Sumber data: Hasil olahan data wawancara, 2013 
 Stereotipe suku timor terlihat bahwa mereka adalah suku yang 
terkenal emosional dan juga pantang menyerah, dari pengamatan penulis 
beberapa waktu yang lalu terjadi peristiwa yang melibatkan suku timor yang  
bisa dikatakan memberikan citra yang negatif karena hal tersebut sangat 
melanggar hak asai manusia dan merenggut nyawa orang lain. Terlepas dari 
itu penulis juga melihat bahwa suku Timor ini merupakan suku pekerja keras 
dan tidak memilih-milih pekerjaan, mereka juga memiliki kepedulian dan 
kepekaan terhadap sesamanya. 
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Tabel : 0.7 
Stereotipe suku Banjar terhadap suku Bugis, Toraja, Mandar,Dayak, 
Tidung,Timor, Jawa, Banjar 
Stereotipe suku Banjar  terhadap suku : 
Bugis Baik, keras dalam berisanya, berjiwa sosial 
Toraja Baik, cuek, solid 
Mandar Solid, berjiwa sosial, keras 
Dayak  Baik, fleksibel, patuh terhadat adat istiadatnya, solid dalam 
sukunya 
Tidung lembut, agak malas, baik 
Timor Emosional, baik, peduli  
Jawa Lembut, Sabar, tida memilih-milih pekerjaan 
Banjar Baik hati, sopan, tekun 
Sumber data: Hasil olahan data wawancara, 2013 
 Stereotipe suku banjar menunjukkan bahwa mereka juga merupakan 
suku yang ramah. Suku Banjar juga terlihat fleksibel dan tidak memiliki obsesi 
yang berlebihan, mereka juga memandang suku lain dengan cara yang 
bersahabat. 
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Tabel : 0.8 
Stereotipe suku Mandar terhadap suku Bugis, Toraja, Mandar,Dayak, 
Tidung,Timor, Jawa, Banjar 
Stereotipe suku Mandar  terhadap suku : 
Bugis Ramah, berjiwa sosial, tekun, hemat 
Toraja Baik, berjiwa sosial 
Mandar Baik, sensitif, solid, tekun 
Dayak  Apa adanya, solid dalam sukunya, banyak yang masih lugu 
Tidung Baik, agak malas, pendendam 
Timor Ada yang baik, ada juga yang keras, biasanya tergantung 
agamanya 
Jawa Ramah, baik hati, sabar 
Banjar Suka pamer, ramah, sopan 
Sumber data: Hasil olahan data wawancara, 2013 
 Stereotipe suku mandar terlihat bahwa mereka adalah suku yang 
memiliki solidaritas yang tinggi dan tidak enggan membantu sesamanya, 
dalam melihat suku lain mereka juga hampir sama dengan suku bugis, 
mereka keras dan disiplin. 
 Dari hasil stereotipe yang yang dikemukakan oleh responden dari 
berbagai latar belakang etnis dapat diketahui bahwa persepsi antar etnis ini 
sangat beragam, setiap kelompok etnis berbeda-beda persepsinya terhadap 
etis lain, persepsi – persepsi ini ada yang bersifat positif dan ada pula yang 
bersifat negatif. 
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 Dalam memahami posisi dan hubungan seorang individu dalam 
konteks keompoknya penulis menggunakan pendekatan mikro dan makro 
seperti yang diusukan oleh Herbert, M.Blalock (1976:2) : 
1)    Secara mikro, individu dipakai sebagai pusat penelitian terutama yang 
berkaitan dengan berbagai hal latar belakang timbulnya bentuk-bentuk 
prejudice (prasangka) maupun stereotipe etnik.  
2)    Secara makro, lebih dipusatkan terhadap studi mengenai masalah 
diskriminasi dan kepemimpinan. Berbagai hal yang erat kaitannya dengan itu 
antara lain mengenai bentuk-bentuk diskriminasi serta masalah status dan 
peranan ditempatkan sebagai unit analisis yang penting. 
Dalam kehidupan bermasyarakat dimana di dalam lingkungan terdapat 
beraneka ragam etnis tentunya setiap etnis melihat etnis lain secara berbeda 
dan membangun sebuah stereotipe yang kemudian dilekatkan pada etnis-
etnis tertentu, pada saat stereotipe tersebut bersifat positif maka proses 
interaksi akan berjalan lancar akan tetapi pada saat mereka menemukan 
sebuah stereotipe yang negatif terhadap suatu etnis maka hal ini akan 
memunculkan sebuah konflik, mungkin pada awalnya hanya bersifat lisan 
akan tetapi jika tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan konflik 
fisik. 
 Fenomena inilah yang terjadi di Dalam pemerintahan daerah di 
Kabupaten Nunukan, Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan 
dituntut untuk dapat mengelola etnisititas ini agar bisa memberikan dampak 
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positif bagi msyarakat dan pembangunan daerah bukan menjadi sumber 
konflik yang menggaggu kenyamanan masyarakat dan menghambat 
pembangunan.  
Dari ulasan penuturan semua responden di atas penulis berpendapat 
bahwa etnisitas di Kabupaten Nunukan sejauh ini memberikan pengaruh 
yang positif yang lebih dominan dibanding unsur negatifnya, penulis juga 
melihat dari beberapa responden yang penulis temui mereka merasa tidak 
ada masalah dengan adanya keaneka ragaman etnis, meskipun ada juga 
yang menilai bahwa etnisitas ini merupaka pemicu terjadinya konflik, akan 
tetapi hal ini memang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat 
yang plural dimana persepsi antar etnis yang berbeda-beda seperti yang 
telah dikemukakan di atas,  jika pemerintah daerah mampu mengelola 
etnisitas ini dengan baik maka akan membwa dampak yang positif bagi 
penyelenggaraan pemerintahan di daerah, contohnya di bidang 
pembangunan, ketahanan bangsa, dan juga merupakan aset yang berharga 
untuk daerah. 
 Sikap netral dan fleksibel dari pemerintah sangat diperlukan dalam 
pengeleloan etnis di Kabupaten Nunukan, konflik yang biasanya terjadi selain 
dari stereotife negatif yang dilontarkan antar suku, kebijakan pemerintah juga 
dapat memicu terjadinya konflik, seperti yang di kemukakan oleh beberapa 
responden yang mengharapkan kebijakan yang adil dari pemerintah daerah, 
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contohnya dalam pengangkatan pejabat Daerah dan rekrutmen pegawai 
negri sipil. 
4.5. Faktor-faktor yang mempengaruhi Persepsi sosial dalam 
manajemen pemerintahan  daerah Kabupaten Nunukan 
 
Dari hasil observasi dan wawancara mendalam penulis telah 
menemukan faktor- faktor yang mempengaruhi persepsi sosial dalam 
manajemen pemerintahan  daerah Kabupaten Nunukan? 
1. Faktor Latar belakang etnis  
 Latar belakang etnis yang menjadi faktor munculnya Persepsi sosial 
terlihat dari bagaimana responden pada saat memulai memberikan 
tanggapannya seperti dengan kata-kata “ Kita sebagai suku mandar... “, 
Sebagai orang bugis kita melihat... “,  
 Hasil dari pengamatan, penulis berpendapat bahwa stereotipe yang 
muncul merupakan “konsep diri” yang dimiliki oleh individu dan hal ini 
dijelaskan dalam teori interaksi simbolik oleh Mead dalam dalam West dan 
Tunner (2008) bahwa Konsep diri terbentuk dari penilaian orang lain yakni 
seperti apa individu memandang diri mereka sendiri berdasarkan pandangan 
orang lain. Jadi lingkungan kelompok yang memperlihatkan simbol-simbol, 
memberikan pengaruh terhadap penilaian terhadap diri individu sehingga 
akan memunculkan kecenderungan untuk melakukan tindakan yang sama 
dengan kelompok. 
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2. Faktor interaksi langsung antar etnis 
Berdasarkan dari hasil wawancara dengan beberapa informan faktor 
interaksi langsung mereka dengan etnis-etnis lain juga dapat mempengruhi 
Persepsi sosial yang muncul. Hal tersebut  dapat dilihat dalam aktifitas 
keseharian informan yang berinteraksi setiap hari baik di lingkungan 
pekerjaan maupun di lingkungan sosial lainnya.  
 Interaksi secara langsung ini memeberikan peluang untuk melakukan 
komunikasi baik s  ecara personal maupun kelompok. Karena dari proses 
komunikasi ini responden dapat memahami cara yang seharusnya digunakan 
dalam menjalin hubungan dengan etnis lain.  
Selain itu interaksi langsung juga membangun hubungan yang akrab 
sehingga intensitas dan kualitas interaksi semakin baik, hal demikian 
menjadikan hubungan antar etnis semakin harmonis sehingga mereka dapat 
saling memahami akan karakter budaya masing-masing. 
3. Faktor kepentingan 
Faktor kepentingan yang  juga melahirkan berbagai persepsi antar 
etnis dalam manajemen pemerintahan daerah Kabupaten Nunukan terlihat 
dari penuturan responden etnis jawa yang menyatakan bahwa  pihak 
pemerintah cenderung mengutamakan etnisnya dalam pengangkatan pejabat 
dan rekrutmrn PNS, hal ini di ungkpakan karena adanya kepentingan dari 
etnis jawa (Rahmat) tersebut untuk mendapatkan posisi  dalam pemerintahan 
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seperti yang  banyak didapatkan etnis lain (bugis), dan beberapa responden 
lainnya juga mengungkapkan hal yang hampir sama. 
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BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
 Dari hasil pembahasan di atas maka dapat disimpulkan sebagai 
berikut : 
1) Jumlah etnis yang ada di daerah Kabupaten Nunukan sebnyak  15 
etnis, dari ke 15 etnis yang ada terdapat 8 etnis mayoritas yaitu, etnis 
Bugis, Mandar, Toraja,  Banjar, Tidung, Dayak, Jawa dan Timor. 
2) Kabupaten Nunukan merupakan daerah multietnik yang memiliki 
potensi konflik yang besar, baik konflik lisan maupun konflik fisik yang 
banyak terjadi akibat dari persepsi antar etnis dan ikatan primordial 
yang masih kental. 
3) Faktor identitas etnis sebagai penyebab konflik berkaitan dengan 
perbedaan- perbedaan persepsi yang terdapat pada kelompok suku 
bangsa yang sedang mengadakan hubungan interaksi 
4) Upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengelola etnisitas  
didaerah Kabupaten Nunukan adalah dengan melakukan kegiatan 
yang melibatkan seluruh etnis seperti, pawai pembangunan yang 
dilakukan pada saat perayaan hari ulang tahun Kabupaten, 
pemerintah daerah juga melaksanakan turnamen olahraga yang 
bertujuan membina persahabatan dan persaudaraan antar etnis. 
Selanjutnya penyelesaian konflik yang cepat dan tegas dari 
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pemerintah daerah juga merupakan upaya pemerintah untuk 
menciptakan suasana yang kondusif dalam peyelenggaraan 
pemerintahan daerah 
5) Pengelolaan etnisitas di daerah sangat berpengaruh terhadap 
penyelenggaraan pemerintahan dan ketahanan bangsa, karena 
apabila kehidupan etnis mengalami konflik di daerah akan 
mempengaruhi pembangunan dan secara tidak langsung berpengaruh 
pada aktivitas pemerintahan. Manajemen pemerintahan yang baik 
dapat terwujud apabila harmonisasi di daerah dapat terjalin dengan 
baik. 
6) Multikulturalisme bukan untuk menyamakan kebenaran-kebenaran 
lokal, melainkan membantu pihak-pihak yang saling berbeda untuk 
dapat membangun sikap saling menghormati satu sama lain terhadap 
perbedaan dan kemajemukan, agar tercipta perdamaian dan 
kesejahteraan masyarakat. 
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5.2 SARAN 
Berdasarkan kesimpulan sebagaimana dikemukakan di atas, penulis 
menyarankan beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah 
dalam mengelola etnisitas di Kabupaten Nunukan  sebagai berikut : 
1. Multikultralisme harusnya diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten 
Nunukan supaya tidak menjadi persoalan, karena keputusan yang 
tidak memperhatikan kolompok etnis secara keseluruhan dapat 
membuat peta konflik. 
2. Pemerintah daerah dalam upaya melaksanakan program 
pembangunan tidaklah didasarkan pada konsep etnosentrisme, 
artinya pembangunan yang hanya menonjolkan etnis tertentu di 
daerahnya, misalnya dalam melakukan rekrutmen jabatan apapun 
atau pengangkatan PNS tidak didasarkan pada konsep 
etnosentrisme. 
3.  Pemerintah daerah memperlakukan etnis yang ada di daerahnya 
secara adil sehingga semua etnis dapat menikmati hak-hak politik, 
hak ekonomi, hak sosial. 
4. Pemerintah daerah harus melakukan program-program 
pembangunan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat 
yang ada didaerah tersebut. Sikap pemerintah daerah harus adil dan 
bijaksana dalam hal-hal yang menyangkut pembangunan  dan 
kesejateraan. 
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5. Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan harus lebih intens 
melakukan kegiatan olahraga dan kesenian yang dijadikan sebagai 
program di daerah dalam hal pembinaan kerukunan antar etnis yang 
ada di Kabupaten Nunukan. 
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Nama Informan : Asmar SE (Ketua kerukunan etnis bugis-  
sekertaris dinas pariwisata kabupaten Nunukan) 
Etnis  : Bugis 
W a k t u   : Wawancara 10 Desember 2013  
Topik Wawancara  : Persepsi sosial masyarakat mengenai etnisitas di 
dalam Manajemen pemerintahan daerah 
Kabupaten Nunukan 
Jawaban 
Responden 
1 
Suku yang ada di Kabupaten Nunukan ini kan beragam dan 
semua punya ciri khas tersendiri, itu merupakan salah satu 
nilai plus khususnya untuk sektor pariwisata, lihat saja pada 
pawai pembangunan baru-baru ini keberagaman suku itu 
tampak indah dan harmonis, meskipun seringkali jika ada 
masalah atau perselisihan yang sering membawa-bawa 
nama suku akan tetapi hal itukan tidak sampai menjadi 
masalah yang besar juga, sebagai kepala kerukunan suku 
bugis ya menurut saya tidak ada masalah di dalam 
keberanekaragaman ini, kami sering mengadakan acara 
yang mengundang semua perwakilan suku dan semuanya 
saling menghargai satu sama lain, hubungan yang terjalin 
masih harmonis. 
Sikap pemerintah dalam mengelola ekemultietnikan ini saya 
nilai cukup bagus dan merangkul semua suku, tidak ada 
perbedaan antara suku asli maupun suku pendatang, 
meskipun kita lihat kalau suku lain biasanya menyimpan 
kecemburuan sosial terhadap                                               
suku kita yang dikatakan banyak yang sukses tapi menurut 
saya itu tergantung dari kepribadian masing-masing untuk 
mencapai sukses. 
Analisis 
Penulis 
Dari penuturan responden sebagai ketua kerukunan etnis 
Bugis di atas penulis berpendapat bahwa kemultietnikan 
yang ada di Kabupaten Nunukan memberikan nilai positif 
dan negatif di dalam manajemen pemerintahan daerah, dari 
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segi positifnya bisa memberikan nilai plus bagi pendapatan 
daerah khususnya di sektor pariwisata, dan sisi negatifnya 
dari kemultietnikan itu menjadi akar-akar konflik yang 
disebabkan oleh sifat dasar manusia memiliki perasaan, 
pendirian maupun latar belakang kebudayaan yang 
berbeda, Pihak pemerintah sebagai penyelenggara 
pemerintahan dinilai cukup baik dalam mengelola etnisitas 
di Kabupaten Nunukan. Persepsi banyak berkembang yang 
menyatakan jika suku bugis lebih sukses di banding suku 
lainnya merupakan suatu wujud konflik laten yang bisa saja 
melahirkan konflik fisik.  
 
Nama Informan  : Irwan Noy 
Etnis    : Bugis 
W a k t u   : Wawancara 8 november 2013  
Topik Wawancara  : Persepsi sosial masyarakat mengenai etnisitas di 
dalam Manajemen pemerintahan daerah 
Kabupaten Nunukan 
Jawaban 
Responden 
2 
Menurut aku keberagaman suku bangsa di pemerintahan 
daerah kabupaten Nunukan sangat jelas terlihat , hal ini di 
dasari dengan banyaknya organisasi suku bangsa yang 
ada, namun etnisitas yang ada di Nunukan tidak membatasi 
individu yang ada di lingkup pemerintahan daerah untuk 
tetap pada hakikat bangsa indonesia sendiri yang diwarnai 
dengan banyaknya perbedaan.  
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pengelolaan pemerintahan sangat fleksibel mengenai hal ini, 
ini terlihat pada kegiatan-kegiatan yang sering dilakukan 
pemerintah dalam jenis pameran kedaerahan yang sangat 
efektif, nyatanya sampai saat ini masyarakat tetap pada jalur 
yang saling menghargai meskipun berbeda adat istiadat, 
sejauh ini pemerintah masih menjaga keharmonisan ini, 
walaupun tidak bisa di pungkiri dalam hal pemilihan Kepala 
Daerah tetap timbul arogansi kedaerahan pada sebagian 
suku bangsa. 
 
Analisis 
Penulis 
masyarakat dari suku bugis ini merasa bahwa, perbedaan 
itu mutlak adanya, dan sesuai dengan hakikat kehidupan 
berbangsa. Peran pemerintah dalam mengelola 
keberagaman ini juga dinilai fleksibel dan mampu membawa 
masyarakat dalam kehidupan yang harmonis, akan tetapi 
pada akhir penuturannya di kemukakan bahwa  identitas 
etnis mempunyai pengaruh yang besar  di dalam politik 
manajemen pemerintah daerah, contohnya pada saat 
pemilihan kepala daerah, setiap suku masih 
mengedepankan primordialisme dalam menentukan 
pilihannya. 
 
Nama Informan  : Supri 
Etnis    : Toraja 
W a k t u   : Wawancara 8 november 2013  
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Topik Wawancara  : Persepsi sosial masyarakat mengenai etnisitas di 
dalam Manajemen pemerintahan daerah 
Kabupaten Nunukan 
Jawaban 
Responden 
3 
Dalam pandangan saya kultur masyarakat nunukan yang 
pluralistik berdampak positif dan negatif dalam 
perkembangan pemerintahan daerah di kabupaten 
Nunukan, efek positifnya secara tidak langsung kita dapat 
menikmati hasil dari keberagaman budaya, seperti 
makanan, tarian, ataupun ragam adat istiadat dari masing-
masing suku ”.Keberadaan suku yang beragam di nunukan 
cenderung mendatangkan mudharat yang merusak 
kedamaian hal itu dikarenakan bawaan dari suku-suku yang 
tampak saling memamerkan kekuatannya, seperti 
komunitas-komunitas tertentu yang mengatasnamakan etnis 
yan mencoba memamerkan dan mengumpulkan kekuatan, 
contohnya komunitas suku Bugis, Toraja, Tidung dan 
Dayak. Etnisitas belum dikelola dengan baik oleh 
pemerintah karena masih banyak konflik yang sering terjadi 
dan melibatkan suku. Kenyataan di dalam masyarakat kita 
sering terjadi benturan dan kesalahpahaman  individu yang 
berujung dalam konflik kesukuan, meskipun pemerintah 
menyetujui pembentukan ormas dengan latar belakang suku 
yang berbeda-beda yang tergabung dalam suatu organisasi 
namun kurang mendapat perhatian pemerintah, setidaknya 
pemerintah mau mewadahi organisasi seperti ini sehingga 
potensi kebergaman ini dapat dikembangkan 
 
Analisis 
Penulis 
Penuturan responden di atas menunjukkan bahwa 
pebedaan etnis yang ada mempunyai pengaruh positif yakni 
dapat menambah wawasan dan memberikan kesempatan 
untuk menikmati hasil karya dari etnis lain, akan tetapi 
akibat dari arogansi masing-masing etnis yang merasa ingin 
diakui yang kemudian cenderung terlihat saling bersaing 
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memamerkan kekuatannya. Konflik etnis yang sering terjadi  
menunjukkan belum adanya manajemen etnis yang baik 
dari pihak pemerintah. 
 
Nama Informan  : Rahmat 
Etnis    : Jawa 
W a k t u   : Wawancara 9 November 2013  
Topik Wawancara  : Persepsi sosial masyarakat mengenai etnisitas di 
dalam Manajemen pemerintahan daerah 
Kabupaten Nunukan 
Jawaban 
Responden 
4 
Nunukan merupakan daerah yang memiliki potensi sumber 
daya yang besar, makanya banyak suku yang datang ke 
daerah ini, Menurut aku ya, pemerintahan daerah belum 
bijak dalam mengelola etnisitas yang ada di Kabupaten 
Nunukan, karena masih banyak perselisihan antar suku, 
terus pemimpin lebih mengutamakan sukunya, lihat saja 
pada rekrutmen pegawai negri sipil dan pengankatan 
pejabat, lebih banyak dari orang bugis, buktinya orang bugis 
di sini pada kaya, banyak yang menjadi pejabat 
pemerintahan, itu karena jabatan bupati sudah beberapa 
periode dijabat oleh orang bugis 
Analisis 
Penulis 
Berbeda dengan penuturan responden yang pertama yang 
berlatar belakang suku Bugis, Rahmat sebagai suku Jawa 
menilai bahwa pemerintah belum bijak dalama mengelola 
etnisitas yang ada di dalam manajemen pemerintahan 
daerah, responden ini menilai adanya keberpihakan 
pemerintah terhadap etnisnya, contonhya pada rekrutment 
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pegawai dan pengangkatan pejabat daerah, Rahmat ini juga 
menilai bahwa keberhasilan etnis bugis yang ada di 
kabupaten Nunukan dikarenakan karena keberpihakan 
pemerintah terhadap etnisnya. 
 
Nama Informan  : Yernia 
Etnis    : Dayak 
W a k t u   : Wawancara 10 November 2013  
Topik Wawancara  : Persepsi sosial masyarakat mengenai etnisitas di 
dalam Manajemen pemerintahan daerah 
Kabupaten Nunukan 
Jawaban 
Responden 
5 
kalau aku melihat etnisitas yang ada di kabupaten Nunukan 
ini wajar-wajar saja namanya kita hidup bersama-sama 
harus saling menghargai satu sama lain, banyaknya etnis di 
sini sudah dikelola cukup bagus oleh pemerintah, buktinya 
di sini ada berbagai jenis etnis tapi kita masih bisa hidup 
berdampingan dan dalam pergaulan sehari-hari tidak ada 
masalah tuh, masih baik-baik saja. 
Analisis 
Penulis 
Dari penuturan Yernia sebagai penduduk suku asli 
Kabupaten Nunukan penulis beranggapan bahwa 
keberadaan suku lain sama sekali tidak menjadi masalah 
untuk penduduk asli ini karena mereka merasa pemerintah 
mampu bersikap adil, dan suku pendatang pun mampu 
menyesuaikan diri yan ditandai dengan terciptanya 
hubungan yang baik. 
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Nama Informan  : Putranda Syahran 
Etnis    : Tidung 
W a k t u   : Wawancara 8 November 2013  
Topik Wawancara  : Persepsi sosial masyarakat mengenai etnisitas di 
dalam Manajemen pemerintahan daerah 
Kabupaten Nunukan 
Jawaban 
Responden 
6 
Pendapat saya cukup komplit dalam menduduki jabatan 
khususnya di Nunukan, dimana semua lembaga 
pemerintahan dipenuhi berbagai macam suku, akan tetapi 
latar belakang menduduki jabatan itu tidak dipungkiri dilalui 
dengan jalan politik, salah satunya komunitas etnis yang 
ada sudah memiliki pemimpin yang juga background politik 
etnis.  
Nunukan sebagai daerah transit tidak dipungkiri sebagai 
daerah yang maju, suku yang mendiami nunukan sangat 
beragam, tidak menjadi persoalan dalam menjamin 
kemajuan Nunukan, karena salah satu contoh dunia bisnis 
di Nunukan dibangun oleh suku yang dari luar kabuapaten 
Nunukan, sebelumnya ketika Nunukan dibentuk orang-
orang yang memiliki andil dalam upaya membentuk 
Nunukan juga setara dengan orang/suku penetap, bisa 
membangun Nunukan secara bersama-sama. Suku lain 
yang ada merupakan suplai untuk membangun Nunukan 
asal tidak ada nepotisme aja dalam kekeluragaan dalam 
menduduki jabatan. 
 
Analisis 
Penulis 
Penulis berpendapat dari hasi wawancara dengan 
responden yang juga merupakan suku asli Nunukan ini 
bahwa keberadaan suku lain di Kabupaten Nunukan 
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merupakan suplay bagi pembangunan daerah, aktifitas 
ekonomi yang maju tidak terlepas dari peran etnis 
pendatang. Penulis juga dapat melihat adanya pengaruh 
etnisitas yang cukup kuat dalam perpolitikan di Kabupaten 
Nunukan khususnya pada pemilihan Kepala Daerah. 
 
 
Nama Informan  : Rusman 
Etnis    : Mandar 
W a k t u   : Wawancara 10 November 2013  
Topik Wawancara  : Persepsi sosial masyarakat mengenai etnisitas di 
dalam Manajemen pemerintahan daerah 
Kabupaten Nunukan 
Jawaban 
Responden 
7 
Kita sebagai suku mandar suka dengan adanya 
keberagaman etnis di kabupaten Nunukan, karena bisa 
menambah wawasan dan mengetahui tentang banyak hal 
dari etnis-etnis lain, sampai saat ini juga pemerintah masih 
kelihatan fleksibel dan tidak memihak kepada suku 
manapun semua diperlakukan dengan adil, tidak ada juga 
sentimen etnik. 
Analisis 
Penulis 
Hal positif dari etnisitas yang ada di Kabupaten Nunukan di 
kemukakan oleh responden bahwa, dengan adanya 
keberagaman maka kita dapat menikmati dan menambah 
wawasan tentang banyak hal dari etnis lain, pendapat ini 
sama dengan yang dikemukakan oleh responden yang 
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berlatar belakang Toraja. Sikap pemerintah yang fleksibel 
dan cenderung bersikap adil membuat masyrakat merasa 
diperlakukan sama tanpa adanya sentimen etnik. 
 
Nama Informan  : Toni Tokan 
Etnis    : Timor 
W a k t u   : Wawancara 8 November 2013  
Topik Wawancara  : Persepsi sosial masyarakat mengenai etnisitas di 
dalam Manajemen pemerintahan daerah 
Kabupaten Nunukan 
Jawaban 
Responden 
8 
Kalau aku keberagaman etnis itu sah-sah saja, tidak ada 
masalah yang tepenting bagaimana kita membina hubungan 
yang baik dan saling menghormati satu sama lain dan 
pemerintah juga mampu bersikap adil kepada semua etnis, 
jangan hanya mementingkan etnisnya sendiri, dan 
membangun dinasti politik. Konflik antar suku di sini tuh 
sering terjadi berwal dari konflik pribadi terus mengarah 
melibatkan kelompok suku , tapi penanganannya cepat jadi 
tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan. 
Analisis 
Penulis 
Dari penuturan responden penulis melihat adanya indikasi 
yang menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap 
etnisnya, terlepas dar itu menurut responden keberagaman 
etnis itu adalah hal yang wajar dan  hasil kebijakan yang 
tidak memihak atau adil dari pemerintah sangat penting 
untuk menjaga hubungan baik antar etnis. 
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Nama Informan  : Muh. Iqbal 
Etnis    : Banjar 
W a k t u   : Wawancara 10 November 2013  
Topik Wawancara  : Persepsi sosial masyarakat mengenai etnisitas di 
dalam Manajemen pemerintahan daerah 
Kabupaten Nunukan 
Jawaban 
Responden 
9 
Etnisitas yang ada di Kabupaten Nunukan ini sangat 
berperan penting dalam manajemen pemerintahan 
dikarenakan suku asli dan pendatang itu punya tujuan untuk 
memajukan daerah , walaupun tidak bisa dipungkiri 
pandangan dan cara berfikir itu bisa saja berbeda karena 
dalam berpolitik setiap orang punya kepentingan 
Biasanya setiap calon Kepala Daerah yang ingin maju pada 
pemilihan bupati, khususnya pendatang yang ingin 
mencalonkan diri berlomba-lomba mendekati penduduk asli 
yang punya keluarga atau terpandang untuk dijadikan 
partner untuk maju dalam pemelihan Kepala Daerah. 
Tidak bisa dipungkiri juga bahwa suku pendatang  yang ada 
di sini sangat berperan penting dalam pembangunan 
Kabupaten Nunukan, lihat saja orang no.1  di Kabupaten 
Nunukan itu adalah dari suku pendatang dan pemegang-
pemegang jabatan penting di Kabupaten Nunukan itu 
adalah rata-rata suku pendatang, bisa dikatakan suku 
pendatang lebih eksis dibanding suku asli 
Analisis 
Penulis 
Persepsi yang hampir sama juga dikemukakan oleh ikbal 
dari etnis banjar, bahwa keberadaan suku pendatang di 
Kabupaten Nunukan memiliki peran penting dalam 
kemajuan pembangunan daerah terbukti dari eksistensi 
suku pendatang dibandingkan dengan suku asli, etnis 
pendatang juga mampu menarik simpati etnis lokal untuk 
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memudahkan pencapaian kepentingannya, contohnya 
dalam pemilihan Kepala Daerah. Menurut pendapat penulis 
hal ini sah-sah saja selama pemerintah yang telah 
menerima amanah mampu merangkul semua etnis dan 
memberikan kebijakan yang mewadahi kepentingan semua 
etnis yang ada, tanpa ada pengistimewaan dan sentimen 
terhadap etnis tertentu. 
 
Hasil wawancara tentang kronologis konflik etnis Bugis vs Dayak di 
Kabupaten Nunukan (  hasil wawancara 8 November 2013 ). 
 
“ konflik tersebut berawal dari persoalan proyek 35 miliar rupiah di 
Kecamatan Sembakung dan Kecamatan Lumbis, Saat itu, di awal Juli, 
Sulaiman, seorang oknum masyarakat Nunukan dari Suku Bugis, 
mengeluarkan ''sesumbar'' yang menentang dan menghina Paridil Murad, 
sesepuh dan tokoh adat besar, sebuah organisasi bernama „ Penduduk Asli 
Kalimantan ‟ ( PUSAKA). 
Penghinaan itu memancing kemarahan komunitas Dayak asli. Berita 
perselisihan menjalar dengan cepat ke seluruh anggota Pusaka. Bahkan 
hingga ke seluruh anggota Pusaka di Pulau Kalimantan. Akibatnya, puluhan 
orang Suku Dayak dan Tidung asal Kabupaten Malinau yang bertetangga 
dengan Kabupaten Nunukan, berbondong-bondong masuk Nunukan. 
Tujuannya untuk, ''meminta'' Sulaiman mempertanggung-jawabkan perkataan 
yang membuat suku asli Kalimantan seolah tak berharga. 
Untungnya waktu itu Polres Nunukan bergerak sigap dengan 
mengamankan Sulaiman. Untuk menghindari pecahnya perang antar etnis, 
jajaran kepolisian segera memfasilitasi pertemuan pihak-pihak yang 
berselisih. Pertemuan Sulaiman dan puluhan massa Pusaka pun segera 
digelar. Hasilnya, Sulaiman tidak ditahan. Namun suku Dayak dan Tidung, 
mengharuskan membayar denda adat, sebanyak seratus ekor kerbau. 
Yang menjadi permasalahan lagi pada saat itu, bila dikonversi dengan 
rupiah, Sulaiman harus merogoh kocek sebesar 450 juta Rupiah, dengan 
asumsi harga kerbau di Nunukan saat ini seharga 4,5 juta rupiah per 
ekornya. Anggota DPRD Nunukan yang juga Suku Asli Kalimantan, Hendry 
Abung, saat ditanya pendapatnya soal keputusan adat tersebut hanya 
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mengatakan ''Kami tidak bisa berbuat apa-apa dengan keputusan adat ini, 
sebab sudah menjadi urusan tokoh adat Pusaka'', 
 Sayangnya, Sulaiman ya tetap Sulaiman. Perdamaian yang suda 
dilaksanakan dengan susah payah itu ternyata tidak disanggupinya. 
Akibatnya, janji Sulaiman melahirkan kericuhan baru. Pasalnya, tidak pernah 
dalam sejarah, masyarakat dan tokoh adat se-Kalimantan menerima 
perlakuan senista itu, ketika hukum adat sudah tidak dipandang lagi. 
Situasi Nunukan yang sebelumnya berangsur kondusif, berubah 
semakin tegang dan alot, hingga akhirnya persoalan ditengahi Kerukunan 
Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) yang dipimpin H Nurdin Efendy. KKSS 
kemudian menemui tokoh adat suku Tidung dan Dayak, guna menggelar 
pertemuan di rumah Wakil Bupati Nunukan, Kasmir Foret. Targetnya mencari 
penyelesaian bagi komunitas Pusaka yang tengah beramarah, dari hasil 
pertemuan itu di sepakati tidak ada apa-apa, asal kita semua bisa menahan 
diri dan tidak asal bicara. Karena yang rugi semua orang di kabupaten ini.'' 
Dalam pertemuan itu di bicarakan bahwa, ketegangan bermula saat 
kontraktor asal Tarakan dan Samarinda hendak memasukkan berkas lelang 
di Kantor Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Nunukan. Sayangnya, absen 
peserta lelang tidak ada, meski lelang belum ditutup. Padahal dalam ''aturan 
main'', absensi menjadi salah satu syarat bagi kontraktor yang ingin ikut 
tender lelang. Saat ditanyakan kepada panitia lelang, panitia disebut-sebut 
mengaku tidak tahu keberadaan absensi tersebut, yang berujung pada 
kecurigaan telah terjadi permainan tidak sehat antara oknum panitia dan 
oknum tertentu yang merasa punya kuasa di bidang kontraktor. Kecurigaan 
itu seperti terbukti, tatkala keputusan pemenang lelang sudah ditetapkan PU. 
Padahal masih ada peserta lelang yang belum memasukkan syarat berkas-
berkas penawaran, karena jadwal penutupan pemasukan berkas belu 
dilaksanakan. 
Entah apa alasannya, kejadian itu dilaporkan dua kontraktor tadi kepada 
Paridil Murad, yang kemudian datang ke Kantor PU pada keesokan paginya, 
untuk menanyakan persoalan absen tersebut. Nah, ketika Paridil 
menanyakan masalah itu, dimana Sulaiman juga ada saat itu dan turut 
mendengar keluhan Paridil.Cekcok mulut tak bisa dihindari. Paridil merasa 
heran saat Sulaiman marah-marah dan menyerang dengan kata-kata kasar 
terhadapnya. Yang makin membuat Paridil naik pitam, Sulaiman memaki-
maki sambil menantang Paridil turun dari lantai dua Kantor PU, untuk 
menyelesaikan masalah secara jantan. Untungnya Ilham Damang dan 
sejumlah warga yang berada di tempat tersebut melerainya. 
Perselisihan bernagsur-angsur redam. Namun itu tak berlangsung lama. 
Pasalnya, Sulaiman terus memaki dengan mengeluarkan kata-kata tidak 
pantas kepada Paridil, dengan membawa-bawa suku dan etnis tertentu. Nah, 
perseteruan berlanjut tatkala ada anggota Pusaka yang mendengar 
perseteruan Paridil versus Sulaiman. Merasa tidak terima salah seorang 
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tokoh mereka diperlakukan seperti itu, mereka segera melaporkannya 
kepada anggota Pusaka yang lain. 
Dan informasi itupun terus bergulir dari mulut ke mulut. Sebenarnya dari 
anggota Pusaka yang satu, ke anggota lainnya, yang akhirnya mampu 
mendatangkan warga Dayak dan Tidung asal Malinau ke Nunukan. Suasana 
tegang berubah mencekam saat Sulaiman dikaitkan dengan sebuah 
kekuatan salah satu organisasi massa yang memiliki massa rill di Nunukan, 
yang pengurusnya memiliki pangkat 'Panglima'. Sehingga masyarakat 
Nunukan khawatir akan terjadi gesekan horizontal antar ormas terebut, 
dengan komunitas Pusaka. Ditambah lagi saat 
beberapa hari sebelumnya, Panglima Kumbang, Udin Baloh yang asal 
Sampit, Kalimantan Selatan, sempat berkunjung ke Nunukan dan 
mempermasalahkan adanya Panglima lain selain Panglima Pusaka di 
Nunukan. 
Argumen Udin Baloh, untuk menyandang jabatan Panglima tidak 
sembarang orang bisa memangkunya. ''Sebab harus melalui ritual khusus, 
dan sang Panglima yang diangkat memiliki jasa yang membanggakan bagi 
masyarakat Kalimantan. Intinya, Pusaka tidak rela ada panglima lain selain 
panglima Pusaka. Sebab bila ada panglima lain, itu adalah bentuk pelecehan 
starata adat yang dilakukan oleh organisasi lain tadi.'' 
Klimaks mencekamnya Nunukan terjadi pada Minggu  sore, waktu itu 
aksi sweeping dari kelompok etnis Dayak ke rumah penduduk dari warga 
Suku Bugis, digelar. Mereka memulai aksi tersebut dari depan Hotel New 
Sultan di Jalan TVRI Nunukan. Sebuah bangunan kantor milik pengusaha 
asal Bugis dirusak massa. Dari situ, mereka mengurut jalan-jalan dan 
pedagang kaki lima, hingga membuat seluruh toko di Nunukan tutup. Sebuah 
pasar malam juga diobrak-abrik, sehingga membuat suasana semakin panik. 
Saat itu, jalan-jalan di Pulau Nunukan berubah lengang, seperti kota 
mati. Warga tidak berani keluar rumah. Bahkan ketegangan itu sebenarnya 
sudah terjadi sejak awal bulan Juli. Guna mengantisipasi keadaan, aparat 
kepolisian segera memberlakukan siaga satu. Bahkan polisi telah menambah 
kekuatan keamanan dari Brimob dan TNI yang didatangkan dari Bataliyon 
611 Tarakan. 
pada saat siang di salah satu tempat di Nunukan, digelar pertemuan 
antara pemangku adat dayak Kalimantan dengan tokoh masyarakat KKSS 
yang dihadiri tokoh masyarakat Dayak Samarinda paling berpengaruh. 
Pertemuan itu terkait dengan isu bahwa pada tanggal 27 Juli 2007, apabila 
warga KKSS tidak memotong 100 ekor Kerbau sebagai bentuk permintaan 
maaf kepada suku dayak seperti kesepakatan awal, maka akan terjadi 
perang suku antara dayak dan KKSS. Yang pasti, masyarakat adat Dayak 
kalimantan memang solid. Bila ada satu kelompok adat disakiti, hampir pasti 
seluruh suku dayak akan ikut membantu. Akhirnya Dalam perundingan 
dengan Kapolda Kaltim, akhirnya tokoh-tokoh Dayak sepakat untuk 
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mengurangi denda adat itu menjadi sebanyak 10 ekor sapi. acara ritual 
penolak bala juga  dilakukan di seluruh kecamatan yang disetujui akan 
disponsori Bupati Nunukan H.Hafid Achmad selaku Bupati Nunukan. 
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